
I 
LAPORAN AKTUALISASI 

KONSEP PENYEMPURNAAN STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK 

DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM RANGKA 

MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI PERANCANG 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Disusun oleh: 

Nama 	: Dela Asfarina Cahyaningrum, S.H. 

NIP 	: 199506172019032004 

Instansi : Pusat Perancangan Undang-Undang Badan 

Keahlian DPR RI 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II 
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
2019 

:3 



DANI(0p1  

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI 

KONSEP PENYEMPURNAAN STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK 

DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM RANGKA 

MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI PERANCANG 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Disusun oleh: 

Nama 	: Dela Asfarina Cahyaningrum, S.H 

NIP 	199506172019032004 

Instansi : Pusat Perancangan Undang-Undang Badan 

Keahlian DPR RI 

Jakarta, September 2019 

Peserta Dikiat, 

Dela Asfarina Cahyanincirum 

199506172019032004 

Coach, 

OJI 

HenyWidyaningsih, S.Psi., M.Si. 

NIP. 197212031998032003 

M ritn r 

Yeni Handayani, S.H., M.H. 

NIP.1 98109292002122004 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan 

Maha Besar. Tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad 

SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir 

zaman. 

Penyusunan rancangan aktualisasi mi dapat terselesaikan karena 

adanya=  dukungan, bimbingan, arahan, masukan, dan kerjasama 

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan mi penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 

kepada: 

Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M., selaku Kepala Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI 

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. selaku Kepala Pusat 

Perancangan Undang-Undang BK DPR RI 

Mardisontori, S.Ag., LLM, selaku Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Hak Asasi Manusia 

Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si, selaku coach 

Yeni Handayani, S.H., M.H., selaku mentor 

Semua yang terlibat dalam pembuatan Rancangan Aktualisasi, 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

Laporan aktualisasi mi menyajikan tentang kegiatan yang dilakukan 

oleh penulis sebagai Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan 

Pertama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang akan 

mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, yakni Akuntabilitas, 

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta Peran 

dan kedudukan ASN. Laporan aktualisasi mi diharapkan akan memberi 

sumbangan pemikiran, memperkaya referensi dan Iiteratur bagi pihak-

pihak yang terkait. 



Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa 

yang penulis susun dalam Laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi 

kita semua. 

Jakarta, September 2019 .'n 
Dela Ana Oayningrum, S.H. 

iv 



DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan 	3 
Badan Keahlian DPR RI 
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Pusat Perancangan Undang- 	4 
Undang 

DAFTAR TAB EL 

Tabel 1.1. Analisis Isu Menggunakan Teknik USG 	 10 
Tabel 4.1. Matriks Rancangan Aktualisasi 	 12 
Tabel 6.1. Analisis Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan 	20 
Tabel 7.1. Jadwal Kegiatan 	 20 

vi 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

1. Visi dan Misi Pusat Perancangan Undang-undang Badan 

Keahlian DPR RI 

Sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 

6 Tahun 2015 adalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian. Badan 

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang 

selanjutnya disebut Badan Keahlian DPR RI merupakan aparatur 

pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung 

jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan 

secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal. Badan 

Keahlian DPR RI dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian. 

Badan Keahlian DPR RI memiliki tugas mendukung kelancaran 

pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia di bidang keahlian dalam melaksanakan tugas tersebut 

Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan fungsinya. Untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang keahlian, Badan 

Keahlian DPR RI terdiri atas 5 (Iima) Pusat, salah satunya yaltu Pusat 

Perancangan Undang-Undang. 

Pusat Perancangan Undang-Undang mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan 

dan penyusunan instrumen hukum Iainnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, jabatan 

perancang peraturan peraturan perundang-undangan terlibat dalam 

semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan itu 

sendiri, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan hingga tahap pengundangan. 
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Sebagai seorang perancang peraturan perundang-undangan 

sendiri harus memenuhi kualifikasi pendidikan yaitu pendidikan 

sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar, pendidikan dan pelatihan 

fungsional di bidang perancangan peraturan perundang-undangan dan 

memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan latihan, dan pendidikan 

pelatihan pra jabatan. 

Pusat Perancangan Undang-Undang terdiri atas Subbagian Tata 

Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha 

Pusat Perancangan Undang-Undang mempunyai tugas 

menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk 

kelancaran tugas dan fungsi Pusat Perancangan Undang-Undang, 

sedangkan Kelompok Jabatan Fungsionai di pusat ini hanya ada 

perancang atau biasa disebut Legislative Drafter (LD) mempunyai 

tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok 

Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang bidang 

keahliannya. Pusat Perancangan Undang-Undang mempunyai 3 (tiga) 

kelompok atau bidang, yaitu bidang Kesejahteraan Rakyat; bidang 

Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; dan bidang Ekonomi, 

Keuangan, Industri, dan Pembangunan. Masing-masing kelompok 

jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional 

yang ditunjuk oleh kepala unit kerja/ Kepala Pusat. 

Visi Pusat Perancangan Undang-Undang adalah "Menjadikan 

Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai Organisasi 

Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancangan Undang-

Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas'. Untuk 

mewujudkan visi tersebut, Pusat Perancangan Undang-Undang akan 

mewujudkannya dengan misi sebagai berikut: 
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Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan 

Undang-Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi 

legislasi dewan; dan 

Memperkuat manajemen pengetahuan yang bernital. 

Struktur Organsasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

']l:I .•T 

LP, .v..v 	 WcA 

PJAT fr3& 	 P1AT 	 F%IUI '). WATAXIM 

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR R 
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dncant3n,5.A5,ttM/Koorrratol 

eni1dayan, 1.H..M. 
i. 

 

EUM.Walanuoi,5.H.,MH. 

- 	Ll14nraro,SH.,M,H 

TO5UI Pt, ala HinD. 5.14.. N.H. 

Riyan. Shela*ab. 5.14.. V Ho. 

TD Mmana Den1, 544 V.14. 

Yadanania SoHo PuIra, 5.14 UN 

lade, Pnlninta RadcraQta Skalapa 

Pnabahendarronia Yodakiiu,,i. 5.14., Mkjn. 

- 

hl6od,rRjjabSll.M44 	- 

Stophauro Rrbrnra Madana 14 Pranbi 5.14. 

ChritUnna D,i Platalla. 5.14 

Apriyanl Dewr Air, Sri 

L__. A5u5 Pr14000, 5.14, 	- 

Tommy Cihya Trmanda. 5.14 

Maria Pniscyta Stephfa,w Floremis Wroto, 

sit. 

Kontan, 514 

Laclennat %Hahn'ith Hld.i5ar, 5.H.,M H. 

JP1Tti.lSiL. 

Nor,, Ma,rda San,, 5.14., N.H. 

Ihiarn Hadronl Nanotnon, SlY 

Van,,, Putra Erwin. 5.14. 

Ynuirdi Sari Pajrar.tr, S H. - 

Sody An,rr,l4 514 

IbrIrr.5A14.MH /1400rd.nato, 1 

Arrrita Tnrraya. III.. V H 

ZMiyulirdi, 5.14 Mu 

r,iI Umw,, 5.14. V.14, 

Bas P,?yo, 5.14.. N.H. 

Aan AMrinih. S.H., M.H. 

Riclo W1514um, 5.14., M.N. 

Miii Prihanini, 1.14.. V.14, 

WoroWaLarrrnim.55l..M.H. 

L!d 1 1wr,5H. M,H.IOOnthraIOq' 

Wrarn Si Rahyr, S 44., N.H. 

Art Us,ran. 5 H, N.H. 

Zaqu Hahn,,,,, 514.. V H. 

Khpiatioadah, S Ag, UN 

rrr1 ' 

I 	LAp 	nruod,,nL 5jn.,M In, 

rTrrL.11nIr,., 

Ri,,, iaVki Pinnela. 51, V.14. 

h Moprarrnmad lrouH 5,5.14, 

I 	Autnjantr, S.H. M.N. 

iuthArtyoArbowo,5H 

K loHan Ardrr,,niah, S H 

04,,nP,ranto 544 	- 

L V. Norlark. 5.141. 

Momma P,,.irwatr, 1.14 

Now  

Struktur Organisasi Pusat Perancangan Undang-Undang 

Dt.Inoint.nwil.S,KM*im, 

- 	Saj IAHOrH PUIuS.Y41t, MN 

iP'rnp 

AN MaoynI, SI. 	 Motroonrad Yionim, S.H. 

Pri"nP H."  

Ainita Suilawal1 	 Me Hardhi Guonreali 

Struktur Organisasi Pusat Perancangan Undang-undang 

Dalam struktur yang tergambar diatas, sudah adanya perubahan 

struktur dikarenakan faktor mutasi ke pusat lain atau pensiun. Kasubag 

Tata Usaha Sagung Putu sudah diganti, Anita Susilawati sudah 

dipindahkan ke TU BKD. Sedangkan untuk Koordinator Bidang Kesra 

yaitu Ricko Wahyudi, SH, MH. Perancang Ekkuinbang Ama Pamela sudah 

pindah ke Komisi dan tidak menjabat sebagai perancang. Perancang 

merupakan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-

undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Perancang adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
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melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan 

penyusunan instrumen hukum Iainnya. 

Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-

undangan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang 

jabatan, meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan 

kompetensi sosial kultural. Untuk Jabatan Fungsional Perancang Ahli 

Pertama memiliki standar kompetensi sesuai jenjang jabatan sebagai 

berikut: 

Menurut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan 

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka 

Kreditnya, rincian kegiatan/tugas jabatan Perancang Pertama adalah 

sebagai berikut: 

mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan konsep usul 

prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan; 

mengumpulkan data dalam rangka menelaah usul penyusunan 

peraturan perundang-undangan dari unit teknis; 

mengumpulkan data sidang pembahasan dalam rangka 

penyusunan 	paling 	sedikit 	meliputi: 	program 	legislasi 

nasional/program penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, 

program penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, program 

penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, program penyusunan 

Rancangan Peraturan Lembaga, program legislasi daerah/program 

pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, penetapan 

prioritas tahunan; 

mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskab akademik; 

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rancangan 

peraturan perundang-undangan; 
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merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat 

kesulitan I; 

mengumpulkan 	data 	dalam 	rangka 	pengharmonisasian, 

pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan 

perundang-undangan; 

Ii. merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan dan 

pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan 

tingkat kesulitan I; 

I. mengumpulkan data yang akan dibahas dalam sidang Dewan 

Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

mengumpulkan data dalam rangka mengevaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan Menteri Dalam 

Negeri/Gubernur; 

mengumpulkan data dalam rangka memberikan tanggapan dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan; 

I. merumuskan tanggapan rancangan peraturan perundang-

undangan tingkat kesulitan I; 

menyusun notulalrisalah rapat dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan, 	perjanjian 	internasional, 	persetujuan 

internasional, 	memorandum 	of 	understanding, 	kontrak 

internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerjasama 

pengujian peraturan perundang-undangan; 

mengumpulkan data dalam rangka kajian atau evaluasi peraturan 

perundang-undangan; 

a. merumuskan kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan 

tingkat kesulitan I; 

mengumpulkan data dalam rangka memberikan konsultasi 

Iangsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan 

hukum di daerah; 

mengumpulkan data dalam rangka pemetaan produk hukum 

daerah; 
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mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, 

Instruksi/Keputusan 	Presiden, 	Instruksi/Keputusan/Petunjuk 

Pelaksanaan/Petunjuk Tekn is/pedoman Menteri, Pimpinan 

Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur 

dan Bupati/Walikota; 

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan perjanjian 

internasional; 

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan persetujuan 

internasional; 

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan memorandum of 

understanding; 

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak 

internasional; 

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak 

nasional/perjanjian kerjasama; 

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan keterangan dan 

kesimpulan 	Pemerintah/Dewan 	Perwakilan 	Rakyat 	atas 

permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah 

Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan Uji Materiil 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 

undang-undang di Mahkamah Agung serta gugatan dan jawaban 

gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; 

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan somasi; 

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan legal opinion; 

aa.mengumpulkan data dalam rangka memberikan mediasi Iangsung 

bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum; 

bb.menyusun laporan hasil mediasi. 
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2. KONDISI SAAT INI 

Kondisi saat mi yang ada di Pusat Perancang Undang-undang 

adalah sebagai berikut: 

Belum optimalnya alur dan waktu penyusunan Naskah Akademik 

dan Rancangan Undang-Undang karena dalam SOP Penyusunan 

Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU), 

salah satu contohnya adalah kegiatan mempresentasikan konsep 

NA dan RUU kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI yang 

terdapat di SOP Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan 

Undang-Undang No.PU4,-56/Setjen-DPR-RI/8/2016 di poin (15), 

dan di poin (18a) dinyatakan bahwa alas permintaan AKD atau 

anggota DPR untuk mempresentasikan NA dan RUU kepada 

AKD atau anggota DPR didampingi Kepala Pusat Perancangan 

Undang-Undang, Koordinator Bidang, dan tim. Mengenai poin 

tersebut di atas, apabila NA dan RUU yang telah dipresentasikan 

menerima masukan dan tanggapan dari AKD atau anggota DPR, 

Kepala BKD DPR RI akan menugaskan ke Kepala Pusat PUU 

untuk dilakukan kembali penyempurnaan NA dan RUU sesuai 

dengan masukan dan tanggapan AKD atau Anggota DPR. Dalam 

poin tersebut, NA dan RUU harus disempurnakan oleh Pusat 

Perancangan Undang-Undang karena masukan terkadang sudah 

dilakukan 	penyempurnaan namun masih 	harus balik 

disempurnakan lagi dan membutuhkan tahapan yang mengatur 

hal tersebut di SOP. Contohnya adatah RUU Minyak dan Gas 

Bumi yang sudah berkali-kali disempurnakan dan belum kunjung 

di sahkan. 

Belum digunakannya secara maksimal penggunaan cloud email 

dpr.go.id  dalam penyimpanan dokumen NA dan RUU oleh para 

Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal kirim 

mengirim data melatui media online, Bidang Data Tekhnologi 

Informasi (BDTI) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR 
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RI sudah menyediakan fasilitas kepada setiap pegawai DPR RI 

agar mempermudah pekerjaannya yang berkaitan dengan data 

dan penyimpanan. Di Pusat Perancangan Undang-Undang 

sendiri mengenai data dan penyimpanan memang sangat penting 

karena dalam pekerjaannya berhubungan dengan data. Demikian 

pula dengan kirim mengirim file, oleh karena itu penyimpanan 

dalam cloud memang dibutuhkan oleh para perancang. 

c. Belum ada lokasi penyimpanan secara online terkait referensi 

studi pustaka dari NA dan RUU yang terintegrasi di lingkup Pusat 

Perancangan Undang-Undang. Dalam penyusunan NA dan RUU 

mi terdapat proses pengumpulan data yang tidak hanya 

bersumber dari studi lapangan saja tetapi dibutuhkan pula studi 

pustaka dari referensi buku, jurnal, atau sumber studi pustaka 

lainnya untuk mendukung teori-teori terkait dari NA dan RUU 

yang sedang dibuat. Namun sampai saat i, Pusat Perancangan 

Undang-Undang belum memiliki data referensi buku, jurnal, atau 

sumber studi pustaka Iainnya secara terintegrasi yang online. 

Lokasi penyimpanan online mi tentu sangat dibutuhkan untuk 

mendukung kinerja Perancang Peraturan Perundang-undangan 

sehingga dalam proses penyusunan NA dan RUU, referensi studi 

pustaka dapat Iebih mudah dan cepat di akses oleh semua 

Perancang Peraturan Perundang-undangan. 

3. KONDISI YANG DIHARAPKAN 

Optimalnya SOP Penyusunan NA dan RUU Tahun 2016. 

Digunakannya secara maksimal penggunaan cloud email 

dpr.go.id  dalam penyimpanan dokumen NA dan RUU oleh para 

Perancang Peraturan Perundang-undangan. 

Adanya lokasi penyimpanan secara online terkait referensi studi 

pustaka dari NA dan RUU yang terintegrasi di Lingkup Pusat 

Perancangan Undang-Undang. 
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4. IDENTIFIKASI ISU 

Belum optimalnya SOP Penyusunan NA dan RUU Tahun 2016. 

Belum digunakannya secara maksimal penggunaan Cloud Email 

dpr.go.id  dalam penyimpanan dokumen NA dan RUU oleh para 

Perancang Peraturan Perundang-undangan. 

Belurn adanya lokasi penyimpanan secara online terkait referensi 

studi pustaka dari NA dan RUU yang terintegrasi di Lingkup 

Pusat Perancangan Undang-Undang. 

5. TEKNIK ANALISIS (USG) 

Teknik analisis USG dengan menetapkan rentang penilaian (1-5) 

dari mulal sangat USG atau tidak sangat USG. Urgency seberapa 

mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindakianjuti. 

Seriousness: Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan 

dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth: Seberapa besar 

kern ungkinan rnernburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. 

NO ISU U S G Jumlah 

 Belum Optimalnya SOP Penyusunan NA dan RUU Tahun 4 4 5 13 

2016 

 Belum Digunakannya Secara Maksimal Penggunaan Cloud 3 2 2 7 

Email dpr.go.id  dalam Penyimpanan Dokumen NA & RUU 

oleh Para Perancang Peraturan Perundang-undangan 

 Belum Ada Lokasi Penyimpanan Secara Online Terkait 3 2 2 7 

Referensi Studi Pustaka NA dan RUU Yang Terintegrasi Di 

Lingkup Pusat Perancangan Undang-Undang. 

Teknik Analisis USU 

Keterangan: (skor antara 1 - 5) 

Perhitungan atau analisa rnenggunakan skala likert: 

- 1: sangat kecil / rendah pengaruhnya. 
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- 5 sangat besar / tinggi pengaruhnya. 

- U seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan 

ditindak lanjuti. 

- S : seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan 

dampaknya. 

- G seberapa besar kemungkinan memburuknya isu 

tidak ditangani. 

Penjelasan untuk isu pertama menurut saya isu tersebut cukup 

mendesak mengingat dalam praktiknya sudah tidak sesuai dengan 

SOP yang ada menjadikan isu ini harus ditindak lanjuti dan perlu 

dibahas. Dilihat dari dampaknya membuat kinerja para Legislative 

Drafting menjadi terhambat dan tidak adanya kepastian hukum 

menjadikan isu mi harus dibahas. Kemungkinan isu apabila tidak 

ditangani adalah akan memakan biaya yang tidak sedikit karena 

penyempurnaan NA dan RUU yang berkali-kali, memakan waktu para 

Legislative Drafting yang seharusnya bisa untuk mengerjakan RUU 

permintaan yang lainnya, dan tenaga mengingat permintaan RUU 

yang banyak para Legislative Drafting bisa mengerjakan 3 RUU dan 

itu sangat menguras tenaga para Legislative Drafting. 

Penjelasan isu yang kedua menurut saya belum terlalu 

mendesak dan serius mengingat para Legislative Drafting masih 

dapat menggunakan email dengan domain gmail, dan yahoo. Untuk 

kemungkinan memburuknya apabila isu tidak diangkat menurut saya 

hanya saja tidak adanya kebermanfaatan fasilitas Cloud dari DPR RI. 

Penjelasan isu yang ke tiga menurut saya belum begitu 

mendesak dan serius mengingat belum begitu dibutuhkannya isu 

tersebut, dan tidak berdampak apapun apabila isu tidak diangkat. 

Dilihat dari teknik analisis USG diatas dapat ditarik kesimpulan 

isu yang dapat diambil adalah mengenai Belum optimalnya 

Penyempurnaan SOP Penyusunan NA dan RUU Tahun 2016 dengan 
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jumlah analisis tertinggi dikarenakan dilihat dari permasalahannya 

sangat mendesak, harus dibahas, dan dapat mengakibatkan 

memburuknya isu apabila tidak ditangani mengingat efektif dan 

efisiensi untuk waktu, biaya, dan tenaga. Salah satu contoh nya 

adalah RUU Minyak dan Gas Bumi sudah berkali-kali disempurnakan 

namun sampai saat mi belum juga disahkan dan mengakibatkan tidak 

adanya kepastian hukum. 

DAFTAR RUU BERDASARKAN LAMANYA PEMBAHASAN 
%LiII 
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Bahan tayang Rapat Konsolidasi Materi Muatan RUU Prioritas Tahun 

2019 

Pada tanggal 23 April 2019 PUU mengadakan Rapat 

Konsolidasi Materi Muatan RUU Prioritas Tahun 2019 dengan 

mengundang seluruh Kementerian dan lembaga yang terkait 

dengan RUU yang dalam pembahasan. Di dalam rapat ini 

dilaporkannya infograf is RUU Prolegnas Periode 2014-2019, dan 

laporan RUU yang sedang berjalan di setiap bidang yang ada di 

Pusat Perancangan Undang-undang. Sebagai calon perancang 

dan bekerja di unit Pusat Perancangan Undang-undang yang 

merupakan pendukung keahlian fungsi legislasi dewan dalam 

perancangan undang-undang penulis sangat tertarik dengan faktor 

penghambat yang ada di unit kerja penulis yaitu salah satunya 
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belum optimalnya SOP penyusunan NA dan RUU untuk dibahas 

sebagai isu aktualisasi. 

6. GAGASAN PEMECAH ISU 

Infografis Prolegnas DPR RI, didapatkan data di tahun 2015 

mempunyai target 40 (empat puluh) RUU tercapai 3 (tiga). Tahun 

2016 mempunyai target 50 (lima puluh) RUU tercapai 10 (sepuluh). 

Tahun 2017 mempunyai target 52 (lima puluh dua) RUU tercapai 6 

(enam). Tahun 2018 mempunyai target 50 (lima puluh) RUU 

tercapai 5 (lima). Tahun 2019 mempunyai target 55 (lima pulub 

lima) RUU. Dapat kita lihat diatas, banyaknya faktor yang 

mempengaruhi kinerja Legislasi DPR untuk memenuhi target 

ketercapaian RUU yang sudah selesal. Banyaknya faktor seperti 

masih dalam pembahasan yang belum selesai, menunggu tanda 

tangan presiden, dan sebagainya. Dilihat dari pentingnya 

ketercapaian target, Pusat Perancangan Undang-undang sebagai 

fungsi pendukung keahlian fungsi legislasi dewan dalam 

perancangan undang-undang penulis melihat perlunya 

memperbaiki salah satu faktor penghambat yang ada di pusat 

perancangan undang-undang. Diharapkan mendapatkan konsep 

untuk menyempurnakan SOP mengenai Penyusunan NA 

dan RUU salah satunya proses presentasi kepada AKD atau 

Anggota DPR dan mendapat masukan dan tanggapan NA dan 

RUU yang dikembalikan lagi ke Pusat Perancangan Undang-

Undang serta penyempurnaan dilakukan apabila diperlukandan 

dibutuhkan tahapan pengaturan Iebih lanjut di SOP tersebut. 

Karena SOP dibutuhkan penyempurnaan disesuaikan dengan 

dinamika kebutuhan perancang sekarang. 
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E. TUJUAN 

Tujuan dari isu rancangan aktualisasi yang penulis ambit 

adalah untuk terciptanya SOP Penyempurnaan NA dan RUU tahun 

2016 guna mengoptimalkan kinerja para Perancang Peraturan 

Perundang-undangan, selain itu juga menjadikan proses 

pembuatan NA dan RUU menjadi efektif dan efisien. 

F. MANFAAT 

Manfaat yang didapatkan dari pengambilan isu mi adalah 

memudahkan kinerja para Perancang Peraturan Perundang-

undangan, selain itu juga menjadikan proses pembuatan NA dan 

RUU menjadi efektif dan efisien sehingga berimplikasi pula pada 

output dari produk NA dan RUU yang dihasilkan mampu menjawab 

perkembangan atau permasalahan, serta kebutuhan hukum di 

masyarakat. 
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BAB II 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. RANCANGAN AKTUALISASI 

Unit Kerja 	: Pusat 	Perancangan 	Undang-undang 	Badan 

Keahlian DPR RI 

Identifikasi Isu 	: Belum Optimalnya SOP Penyusunan NA dan 

RUU Tahun 2016 

Belum 	Digunakannya 	Secara 	Maksimal 

Penggunaan 	Cloud Email 	dpr.go.id 	dalam 

Penyimpanan Dokumen NA dan RUU Oleh 

Para 	Perancang 	Perancang 	Peratu ran 

Perundang-Undangan 

Belum 	Ada 	Lokasi 	Penyimpanan 	Secara 

Online Terkait Referensi Studi Pustaka dan 

NA dan RUU yang Terintegrasi Di Lingkup 

Pusat Perancangan Undang-Undang 

Isu 	yang 	: Belum optimalnya SOP Penyusunan NA dan RUU 

Diangkat Tahun 2016 

Gagasan 	 : Mengoptimalkan SOP Penyusunan NA dan RUU 

Pemecahan Isu Tahun 2016 dengan penyempurnaan 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan OutputlHasil Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan 

Kontribusi 

Terhadap Visi Misi 

Organisasi 

Penguatan NiIai 

Organ isasi 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Rapat dengan Jajaran - Penjadwalan 	waktu - Jadwal 	rapat 1. Dalam rapat akan Kegiatan 	ml Religius 
PUU 	mengenai rapat ke bagian TU yang 	telah saya 	lakukan mendukung 	misi Rapat diawali dengan 
penyamaan 	persepsi - Pelaksanaan rapat disetujui dengan organisasi 	yaitu berdoa. 
mengenai - Pembuatan 	laporan - Daftar 	hadir memperhatikan memperkuat Akuntabel 
penyempurnaan 	SOP singkat hasil rapat kegiatan rapat etika 	dan penyelenggaraan Dibuatkan 	lapsing 
Penyusunan 	NA dan - Laporan singkat mengedepankan fungsi 	dukungan sebagai 	bentuk 
RUU hasil rapat sikap 	sopan Perancangan pertanggungjawaban. 

santun 	(Etika Undang-Undang Profesional 
Publik) yang 	mendukung Rapat 	dilakukan 

2. Rapat 	mi proses 	pelaksanaan sebagai 	bentuk 
dilakukan 	untuk fungsi 	legislasi konsolidasi 
kepentingan dewan penyamaan 	persepsi 
bersama di 	PUU sebelum 	melakukan 
(Nasionalisme) Iangkah lebih lanjut. 

3. Rapat ini bertujuan 
untuk 
mendapatkan 
gambaran 	yang 
jelas tentang 	apa 
yang 	menjadi 
tujuan 	dan 	hasil 
yang 	diharapkan 
dan setelah rapat 
dibuatkan 	nya  
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lapsing. 
(Akuntabi litas) 

2. Menggali 	informasi - Menganalisis - paper 	hasil - 	Menganalisa Menggali 	informasi Menggali 	informasi 
terkait 	hal-hal 	yang Penyusunan 	NA 	& analisis adalah 	belajar terkait 	hat-hal 	yang terkait 	hal-hal 	yang 
terjadi 	pada 	proses RUU existing - undangan bagaimana 	jujur terjadi 	pada 	proses terjadi 	pada 	proses 
penyusunan 	Naskah - Diskusi 	dengan 	tim diskusi terhadap 	diri penyusunan 	naskah penyu-sunan 	naskah 
Akademik 	dan penyusun SOP existing - hasit wawancara sendir 	(Anti akademik 	dan akademik dan rancangan 
Rancangan 	Undang- - Menggabungkan 	hasil Korupsi) rancangan 	undang- undang-undang 
undang analisa dan diskusi. - 	Dalam diskusi dan undang 	akan menguatkan 	nilai 

- Wawancara 	dengan wawancara 	akan memperkuat 	misi integritas yang bertujuan 
para senior Legislative saya 	lakukan PUU yaitu mengetahui 	konsistensi 
Drafter dengan manajemen praktik dengan peraturan 

- Inventarisasi memperhatikan pengetahuan 	yang yang 	memayungi 	demi 
permasalahan 	yang etika 	dan bernilai terwujudnya 
didapat. mengedepankan profesionalisme 	dalam 

sikap 	sopan bekerja. 
santun 	(Etika 
Publik) 

- 	Hasil 	analisa 
merupakan 
sebagai 
pertimbangan 
penyempurnaan 
SOP 	dengan 
menggali 	dan 
dasar 
permasalahan 
yang 	ada 
(Komitmen Mutu) 

- 	Tahap selanjutnya 
saya 	akan 
mem buat 
pedoman 
wawancara 	yang  
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akan menciptakan 
nilai-nilai konsisten 
dan netralitas. 
(Akuntabilitas, 
Manajemen_ASN)  

3. Menganalisis 	SOP - 	 Menganalisis menghasilkan Konsep Menganalisis Dalam 	menganalisis 
Penyusunan 	NA 	dan SOP yang akan konsep 	SOP penyempurnaan serta mengidenti- dilakukan 	secara 
RLJU 	 untuk disempurnakan penyempurnaan. SOP yang didapat fikasi 	akar profesional 	dengan 
penyempurnaan - 	 Merangkum hasil kan 	adalah 	hasil permasalahan 	demi berlandaskan 	nilai 

penyusunan kebaharuan 	dari menemukan 	saran Religius 	yaltu 	menguta- 
SOP 	sebelumnya perbaikan makan kejujuran. 
yang 	diharapkan mewujudkan 
dapat kontribusi 	nyata 
menghasilkan dalam vlsi PUU yaltu 
kinerja 	pegawal menjadikan 	Pusat 
yang 	lebih 	balk Perancangan 
(Komitmen Mutu). Undang-Undang 
Menganalisis sebagal 	Organisasi 
dengan 	konsisten Pendukung DPR RI 
agar 	hasil 	dapat Bidang 	Keahlian 
tepat 	waktu Perancangan 
(Integritas, 	Anti Undang-Undang 
Korupsi) yang 	Profesional, 

Akuntabel, 	dan 
Berkualitas 

4. Melakukan 	evaluasi/ - Mengkonsultasikan Pelaksanaan 1. 	Konsultasi dengan Tindak 	lanjut 	dari Pelaksanaan 	tindak 
tindak 	lanjut 	terhadap dengan 	pimpinan tindak 	lanjut 	dari pimpinan, 	saya hasil anahisis secara lanjut 	mi 	harus 
hasil 	kosep 	penye- terkait tindak lanjut permasalahan lakukan 	dengan umum 	mendukung dilaksanakan 	secara 
mpurnaan - Menyusun 	langkah- memperhatikan vlsi 	dan 	misi 	PUU profesional yang didasari 

langkah tindak lanjut. etika 	dan yaitu 	visinya sikap 	religius 	yaitu 	jujur 
- Menjalankan 	tindak mengedepankan menjadikan 	Pusat dan 	amanah, 	sikap 

lanjut; sopan 	santun Perancangan akuntabel 	dengan 
(Etika 	Publik) Undang-Undang bertanggung jawab, serta 
guna terwujudnya sebagal 	Organisasi mengedepankan 
koordinasi 	di Pendukung DPR RI integritas. 
berbagai 	pihak Bidang 	Keahhian 1  
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yang 	nantinya Perancangan 
berkaitan 	erat Undang-Undang 
dengan 	isu 	yang yang 	Profesional, 
saya 	angkat Akuntabel, 	dan 
(Wealth 	of Berkualitas; 
Government). Serta misi nya yaitu: 
Langkah-Iagkah Memperkuat 
tindak lanjut akan penyelenggaraan 
disusun fungsi 	dukungan 
berdasarkan 	hasil Perancangan 
kuisioner 	dan Undang-Undang 
penyusunan tindak yang 	mendukung 
lanjut 	akan proses 	pelaksanaan 
dilakukan 	secara fungsi 	legislasi 
profesional. dewan; 	dan 
(Akuntabilitas) Memperkuat 
Saya 	akan manajemen 
menjalankan pengetahuan 	yang 
tindak 	lanjut bernilai 
dengan 	konsisten 
dan 	bertanggung- 
jawab. 
(Akuntabilitas)  
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5. I Rapat 	Pembahasan 	- IRapat 	pembahasan 

	

tindak lanjut dari draft 	
draft SOP Penyusunan 

 
NA dan RUU dengan 

konsep 	SOP 	Organisasi 	Tata 

I Penyusunan NA dan 	
Laksana 

RUU 

- Jadwal 	rapat 
yang 	telah 
disetujui 

- Daftar 	hadir 
kegiatan rapat 

- Laporan singkat 
hasil rapat 

Dalam rapat akan 
saya 	lakukan 
dengan 
memperhatikan 
etika 	dan 
mengedepankan 
sikap 	sopan 
santun 	(Etika 
Publik) 	guna 
terwujudnya 
koordinasi 	di 
berbagai 	pihak 
yang 	nantinya 
berkaitan 	erat 
dengan isu yang 
saya 	angkat 
(Wealth 	of 
Government). 

Rapat 	ml 
dilakukan untuk 
kepentingan 
bersama di PUU 
(Nasionalisme) 

Rapat 	mi 
bertujuan untuk 
mendapatkan 
gambaran yang 
jelas tentang apa 
yang 	menjadi 
tujuan dan hasil 
yang diharapkan 
dan setelah rapat 
dibuatkan 	nya 
lapsing. 
(Aku ntabi I itas)  

Hasil Rapat secara 
umum mendukung 
visi dan misi PUU 
yaltu 	visinya 
menjadikan 	Pusat 
Perancangan 
Undang-Undang 
sebagai Organisasi 
Pendukung DPR RI 
Bidang 	Keahlian 
Perancangan 
Undang-Undang 
yang 	Profesional, 
Akuntabel, 	dan 
Berkualitas; 
Serta misi nya yaitu: 

Memperkuat 

penyelenggaraan 

fungsi 	dukungan 

Perancangan 

Undang-Undang 

yang 	mendukung 

proses pelaksanaan 

fungsi 	legislasi 

dewan; 	dan 

Memperkuat 

manajemen 

pengetahuan yang 

bernilai. 

Pelaksanaan 	tindak 
lanjut 	ml 	harus 
dilaksanakan secara 
profesional yang didasari 
sikap religius yaitu jujur 
dan amanah, sikap 
akuntabel 	dengan 
bertanggung jawab, serta 
mengedepankan 
integritas. 
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B. CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI 

Belum optimalnya SOP Penyusunan NA dan RUU Tahun 2016 

1. Penjelasan Perubahan 

Perubahan terjadi di gagasan pemecah isu yang awalnya penulis 

menjelaskan alasan mengenai kenapa harus dilakukan 

penyempurnaan SOP yaitu, salah satu contohnya adalah kegiatan 

mempresentasikan konsep NA dan RUU kepada Kepala Badan 

Keahilan DPR RI yang terdapat di SOP Penyusunan Naskah 

Akademik dan Rancangan Undang-Undang No.PU4,-56/Setjen-DPR-

RI/8/2016 di pain (15), dan di poin (18a). Diharapkan mendapatkan 

konsep untuk menyempurnakan proses presentasi kepada AKD atau 

Anggota DPR dan mendapat masukan dan tanggapan NA dan RUU 

yang dikembalikan lagi ke Pusat Perancangan Undang-Undang serta 

penyempurnaan dilakukan hanya satu kali saja di Pusat Perancangan 

Undang-Undang. Dirubah atas permintaan Kepala Pusat 

Perancangan Undang-undang setelah dilakukannya kegiatan 1 (satu) 

yaitu Rapat dengan Pimpinan dan Jajaran Pusat Perancangan 

Undang-undang mengenai penyamaan persepsi penyempurnaan 

SOP Penyusunan NA dan RUU, dengan hasil dan 

penyempurnaannya adalah tidak diperkenankan dalam perubahan 

hanya sekali, namun sesual kebutuhan dan permintaan dari AKD atau 

Anggota DPR sampai dianggap sempurna dan dituangkan proses 

yang ada pada praktiknya ke dalam SOP untuk penyempurnaan. Lau 

ditambahkannya pain-pain mengenai konsep NA dan RUU untuk 

pengunggahannya kedalam web SIMAS PUU kedalam SOP tersebut. 
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2. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi 

Kegiatan 1 : Rapat dengan Jajaran Perancangan Undang-Undang 

mengenai penyamaan persepsi penyempurnaan SOP 

Penyusunan NA dan RUU. 

Kegiatan 1 (satu) mi diawali dengan koordinasi penjadwalan waktu 

rapat ke bagian TU Pusat Perancangan Undang-Undang untuk 

mendapatkan waktu dan ruangan untuk rapat. Koordinasi mi 

dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019. Koordinasi mi 

Iangsung mendapatkan hasil yaltu jadwal rapat dan ruang rapat yang 

disetujui oleh Kasubbag TU Pusat Perancangan Undang-undang 

dengan jadwal Selasa, tanggal 23 Juli 2019 Pukul 08.00 WIB s/d 

selesai di Ruang Rapat Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang. 

4 A 

Koordinasi jadwal rapat dengan Kasubbag TU Pusat PUU 

Sebelum melakukan kegiatan rapat tersebut dilakukannya koordinasi 

mengenai jadwal rapat antara penulis sebagai Caton Perancang 

Undang-Undang dengan Kasubbag TU sebagai bentuk penerapan 

nilai-nilai Whole Of Goverment agar rapat bersama Kepala Pusat 

Perancangan Undang-Undang dan jajarannya berlangsung dengan 

baik. Selain itu penerapan nilai-nitai Pelayanan Publik yang 

diberikan oeh bagian TU Pusat Perancangan Undang-Undang 

dirasakan oeh Perancang Undang-Undang dalam mengurus 

dokumentasi salah satu contohnya adalah dalam pengurusan 
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undangan rapat koordinasinasi dengan jajaran dirasa sangat 

responsif. 

Rapat Koordinasi dengan Kepaa Pusat Perancangan 

Undang-Undang dan jajaran dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Juli 

2019 mi dihadiri oleh Bapak Kepala Pusat Perancang Undang-

Undang, Para Koordinator Bidang, dan Para Mentor Aktualisasi 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 

penyamaan persepsi tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang 

diharapkan. Penulis dalam rapat mi membahas mengenai gagasan 

yang penulis ambil dalam aktualisasi yaitu mengenai Konsep 

Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan 

Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) 

dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Perancang Peraturan 

Perundang-Undangan. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah 

sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan 

menertibkan pekerjaan. Sistem mi berisi urutan proses melakukan 

pekerjaan dari awal sampai akhir. Dalam prinsip pelaksanaan SOP 

AP salah satunya adalah adanya perbaikan berkelanjutan. Perbaikan 

berkelanjutan itu sendiri adalah pelaksanaan SOP AP harus terbuka 

terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh 

prosedur yang benar-benar efisien dan efektif. Seiring berjalannya 

waktu SOP perlu adanya penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan 

para perancang, karena dalam praktiknya ditemukan adanya 

kekurangan tahapan kegiatan agar semua prosedur dapat sesuai 

dengan tugas fungsi yang telah dijalankan selama mi oleh para 

perancang. Penulis juga membahas mengenai point-point penting 

yang akan menjadi penyempurnaan di dalam SOP tersebut. Salah 

satunya adalah alur mengenai adanya masukan setelah presentasi di 

depan AKD dan Anggota DPR dan dilakukan kembali penyempurnaan 

NA dan RUU sesuai dengan masukan dan tanggapan AKD atau 

Anggota DPR. Karena daTam SOP tersebut belum ada aturan lebih 

lanjut yang mengatur mengenai poin tersebut, penulis berniat 



menambahkan menambahkan poin mengenai pembatasan 

penyempurnaan dan dibatasi waktu agar tidak adanya bolak balik 

penyempurnaan dan didapatkan kepastian hukum. Namun dalam 

penyamaan persepsi mi didapatkan masukan dari Pimpinan atau 

Kepala Pusat agar penyempurnaan Iebih ke substansi prosedur 

keseluruhan dan mereview apa yang kurang dari SOP Penyusunan 

NA dan RUU tersebut, dan untuk pain usulan penulis solusinya 

dirubah dari yang awalnya adanya pembatasan penyempurnaan 

menjadi menambahkan prosedur yang Iebih Iengkap mengenai tidak 

lanjut dari masukan AKD atau Anggota Dewan diharapkan agar 

nantinya apa yang dilakukan oleh perancang sudah ada dasar SOP 

nya dalam melakukan penyempurnaan. 

Konsep Penyempurnaan SOP Penyusunan NA dan RUU mi bentuk 

dari pembaharuan dasar prosedur kerja pegawai agar sesuai dengan 

kebutuhan pegawai sekarang. Penyempurnaan mi dibutuhkan karena 

dirasa agar Iebih efektif dan efisien, selain itu juga merupakan suatu 

peningkatan Komitmen Mutu untuk para Perancang Peraturan 

Perundang-Undangan di Pusat Perancangan Undang-Undang. 

Kegiatan ml juga mengedapankan nilai Nasionalisme yaitu 

musyawarah dalam penyamaan persepsi terkait dengan apa yang 

akan di sempurnakan dalam SOP itu sendiri. Dalam rapat penutis juga 

memperhatikan etika dan mengedepankan sikap sopan santun yang 

tercermin dalam nilai Etika Publik Output dari kegiatan pertama mi 

adalah adanya jadwal rapat yang telah disetujui, daftar hadir kegiatan 

rapat, dan laporan singkat hasil rapat. Output yang dihasilkan 

bertujuan untuk mendapatkan hasil yang jelas tentang apa yang 

menjadi tujuan dan mencerminkan nilai Akuntabilitas. 

Mantaat dari konsep penyempurnaan SOP sendini agar 

memudahkan para perancang dalam mengambil keputusan Iangkah 

kerja yang akan diambil apabila adanya hambatan-hambatan salah 

satunya terjadinya kemungkinan-kemungkinan penyempurnaan NA 

dan RUU atas masukan dari AKD atau Anggota Dewan yang awalnya 
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tidak tertuang dalam SOP. Selain itu juga adanya penambahan waktu 

dalam beberapa poin SOP sesuai dengan kebutuhan para perancang 

dan disesuaikan dengan standar prakteknya selama mi. SOP juga 

sebagai dasar hukum yang kuat bila terjadi penyimpangan. 

Dampak yang terjadi apabila Pusat Perancang Perundang-

undangan tidak melakukan peningkatan komitmen mutu 

penyempurnaan SOP adalah adanya kesalahan atau kelalalan 

perancang dalam menyelesaikan pekerjaan karena SOP berperan 

sebagai standarisasi prosedur, pekerjaan tidak dapat diselesaikan 

secara konsisten, dan kurangnya akuntabilitas karena pengaturan 

belum disesualkan dengan kebutuhan para perancang sekarang. 

- , w F-". 
Jr 

Rapat dengan Kepala Pusat PUU dan jajaran 

Kegiatan 2 Menggali Informasi terkait hal-hal yang terjadi pada 

proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-

Undang. 

Kegiatan 2 (dua) menggali informasi terkait hal-hal yang terjadi pada 

proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-

Undang dimulai dengan menganalisis SOP penyusunan NA dan RUU 

existing. Analisis dilakukan pada tanggal 28 Juli 2019. Setelah 

dilakukannya analisis terhadap SOP yang akan dilakukan 

penyempurnaan, penulis membuat pedoman wawancara dahulu 
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sebelum melakukan wawancara dan diskusi dengan tim penyusun 

SOP existing maupun para senior Perancang Undang-Undang 

pembuatan pedoman wawancara mi. 

PEDOMAN WAWANCARA KEG IATAN AKT!JAUSASI YANG BERJUDUL KONSEP PENYEMPURNAAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDIJR (SOP) PENYLJSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) DAN RANCANGAN 

UNDANG-IJNOANG (RuU) DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI PERANCANG 

PERUNDANG-IJNOANGAN 

Wawancara dilakukan dalam rangka untuk memperole h informas, terkaft hal-hal yang terjadi pada 

proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang dengan membagikan SOP 

Penyusunan NA dan RUU agar para Narasumber dapat memberikan jawaban yang menjadi tujuan dan 

aktualisasi mi dan diharapkan mnformasi yang didapatkan dapat membantu penulis dalam proses 

pembuatan konsep penyempurnaan SOP Penyusunan NA dan RUU dalam rangka untuk mendukung 

tugas dan fungsi perancang peraturan perundang-undang di Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU). 

Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu sebagal Perancang Peraturan Perundang-Undangan 

mengenai Standaroperasional Prosedur(SOP) Penyusunan NA dan RUU ? 

Apakah dalam pelaksanaannya SOP sudah digunakan sebagal pedoman kerja para Perancang 

Perundang-Undangan? 

MenurutBapak/Ibu apakah selama ini SOP telah diterapkan dalam praktek penyusunan NA dan 

RUU ? jika ada yang kurang sesual, apakah kendala atau hambatannya? 

Apakah menurut bapak/Ibu SOP penyusunan NA dan RUU butuh penyempurnaan/ perbaikars 

be rkelanjutan ? 

Bagaimana menurut bapak/ Ibu mengenai masukan untuk penyempurnaan NA dan RUU dan 

AKD/Anggota Oewan setelah presentasi yang tindak lanjutnya belum ada di SOP? 

MenUrut Bapak/ibu apa saran penyempurnaan SOP untuk masukan tim selanjutnya, sesual 

dengan kebutuhan para perancang undang-undang untuk solusi dilihat dari hambatan nya? 

Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara mi dibuat sebagai acuan wawancara untuk 

menciptakan konsistensi dan netralitas dalam wawancara, hal mi 

merupakan penerapan dari nilai Akuntabilitas dan Manajemen ASN. 

Kegiatan selanjutnya adalah diskusi dengan Tim Penyusun SOP 

mengenai kekurangan dan hambatan yang terjadi selama SOP 

Penyusunan NA dan RUU di laksanakan atau diterapkan. Wawancara 

yang dilakukan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah 

dibuat sebelumnya. Dalam wawancara penulis memperhatikan etika 

dan mengedepankan sopan santun sesuai dengan nilal Etika Publik. 

Tim SOP yang penulis wawancarai pertama adalah dengan Ibu Riyani 

Shelawati, S.H., M.Kn. pada tanggal 29 Juli 2019, mengenai SOP 

menurut Ibu Riri adalah perlunya kekuatan mengikat mengenai SOP 

dikarenakan dalam melaksanakan tugasnya masih banyak yang 
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mengabaikan SOP, dan pada tataran praktiknya banyak yang tidak 

sesuai dengan aturan dikarenakan seringnya mengacu kepada 

kebijakan. Pusat Perancangan Undang-Undang sendiri bekerja atas 

permintaan yang mengakibatkan tidak sesuainya dengan aturan SOP 

yang dibuat sendiri. Dalam hal penyempurnaan SOP ibu Riri 

mengusulkan poin mengenai dimasukannya pengunggahan 

rancangan NA dan RUU ke website SIMAS PUU agar nantinya 

program yang telah ada dapat dilaksanakan dengan balk, tentunya 

untuk meningkatkan nilai kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam 

perancangan undang-undang melalul simas tersebut. Karena selama 

ml program yang telah ada jarang di update dikarenakan tidak adanya 

aturan yang mengikat mengenai pengunggahan yang menjadikan 

para perancang menganggap hal tersebut sebagai sunah dan tidak 

wajib dilakukan, selain itu juga tidak adanya admin. Namun hal mi 

mungkmn bisa diatasi dengan adanya pain yang mengatur mengenai 

pengunggahan simas yang awalnya tidak wajib menjadi prosedur 

kerja dalam SOP yang harus dilaksanakan dalam pembuatan SOP. 

Selain mengenai simas, Ibu Riri juga menyampaikan mengenai 

adanya kurang waktu dalam pomn perumusan konsep NA dan RUU 

dan menyarankan untuk ditambahkan. 

:1 I, 
/i 

• 

\! 
Wawancara derigan Ibu Riri 
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Wawancara kedua dilakukan dengan Ibu Wiwin Sri Rahyani, 

S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penyusun SOP Penyusunan NA dan 

RUU, beliau sebelumnya menjelaskan mengenai SOP Penyusunan 

NA dan RUU menurut Ibu wiwin sejauh mi SOPmsudah sesuai 

dengan kebutuhan para perancang Undang-Undang namun dalam 

pelaksanaan tugas fungsinya para perancang memang belum 

sepenuhnya dilaksanakan sesuai SOP dikarenakan kendala pusat 

perancangan Undang-Undang yang bekerja atas dasar permintaan 

menjadikan para perancang bekerjai sesuai dengan kebijakan 

pimpinan. Namun pada dasarnya SOP itu sendiri sudah disusun 

sesuai standar kinerja dan tugas fungsi dari para perancang, 

walaupun ada beberapa yang harus disempurnakan karena memang 

SOP itu pada dasarnya harus ada evaluasi. Menurut beliau evaluasi 

tersebut sangat dibutuhkan mengingat ada beberapa kegiatan yang 

membutuhkan waktu yang Iebih dan belum lengkapnya tata urutan 

tahapan kegiatan nya. Mengenai SIMAS juga perlu dimasukan ke 

dalam SOP karena itu sudah menjadi kebijakan pimpinan, namun 

karena belum adanya aturan yang resmi masih dianggap sebagai hal 

yang belum wajib. Selain itu juga mengenai penambahan kegiatan 

setelah presentasi di depan AKD dibutuhkan tahapan tindak lanjut 

apabila adanya masukan dan dituangkan di butiran tahapan SOP agar 

adanya dasar aturan untuk mengambil keputusan dalam menentukan 

langkah kerja selanjutnya. Mengenai flowcharts dalam SOP juga 

diperhatikan untuk menjadi fokus dalam penyempurnaan barangkali 

apabila adanya perubahan folwcharts karea sudah 3 tahun SOP ini 

dibuat. Perubahan waktu dalam perumusan konsep NA dan RUU juga 

disarankan untuk ditambahkan, selain itu juga untuk pengumpulan 

data penyusunan NA dan RUU dalam kota dan daerah juga dianggap 

masih kurang waktu. Dalam hal mi penulis disarankan untuk 

menghitung simulasi waktu apabila SOP di sempurnakan dengan 

tataran standar dinamika kebutuhan para perancang yang awalnya 3 

bulan menjadi berapa bulan. 
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I,  

Wawancara dengan Ibu wiwrn (29 Juli 2019) 

Wawancara ketiga dilakukan dengan Ibu Titi Asmara Dewi, 

S.H., M.H. sebagai Perancang Undang-undang. wawancara mi 

dilakukan setelah wawancara dengan ibu wiwin pada tanggal 29 Juli 

2019. Menurut Ibu Titi beliau belum begitu paham mengenai SOP dan 

jarang menyentuh SOP, dan SOP ini harus disosialisasikan. Selama 

mi dalam melaksanakan tugasnya hanya berpedoman pada kebijakan 

dan aturan-aturan yang seharusnya. Karena menurutnya banyak dan 

prosedur tahapan nya seringkali tidak di Ialui dikarenakan tergantung 

kebijakan dari pimpinan. Dalam wawancara mi ibu titi mengulas satu 

persatu butir pomn SOP dan membahasnya, salah satu contoh yang 

diulasnya adalah poin no 9 (sembilan) mengenai Kepala Pusat 

menerima kerangka dasar dan memberi masukan terhadap kerangka 

dasar draf RUU, menurutnya tidak semua kerangka dasar 

disampaikan dan diberi masukan Kepala Pusat, terkadang ada yang 

Iangsung ke tahap berikutnya, karena untuk penyampaian kerangka 

dasar tergantung permintaan pimpmnan. Mengenai penyempurnaan 

konsep SOP Ibu Titi mengomentari mengenai rapat penyempurnaan 

NA dan RUU sesuai dengan masukan dan tanggapan dari AKD atau 

Anggota DPR dari yang awalnya 3 hari menjadi 5-7 (lima sampai 

tujuh) hari kerja. Dikarenakan ketersidaan waktu pakar yang harus 

disesuaikan, kerangka acuan mengundang pakar/ menyusun TOR, 
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selain itu juga apabila masukan dirasa berat atau mendasar 

membutuhkan waktu yang lebih lama. 

• 

11 tI 

Wawancara dengan Ibu Titi 

Wawancara 	Selanjutnya 	dilakukan 	dengan 	Ibu 

Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M. Sebagai salah satu tim penyusun SOP 

Penyusunan NA dan RUU. menurut Ibu Opi pekerjaan NA dan RUU 3 

(tiga) bulan sesuai dengan SOP itu kurang ideal menurut saya NA dan 

RUU idealnya 4 (empat) bulan. Menurut ibu opi dalam 

penyempurnaan NA dan RUU atas masukan dari AKD atau Anggota 

Dewan kurang ideal waktunya apabila hanya 3 (tiga) han, mungkin 

seharusnya jangan diatur hanya 3 (tiga) hari untuk masukannya 

karena dilihat dari masukannya, apabila dirasa berat masukannya 

harus di follow-up dan membutuhkan waktu yang lebih. Sedangkan 

apabila masukannya signifikan harus memanggil pakar lagi kecuali 

apabila masukannya kongkrit mungkin hanya tinggal memasukan saja 

tanpa membutuhkan waktu yang lama. Namun apabila masukannya 

sangat mendasar kita membutuhkan waktu yang lebih untuk 

penyempurnaan itu sendiri. Menurutnya apabila masukannya 

mengenai hal-hal yang teknis adalah penyempurnaan yang gampang 

hanya butuh beberapa waktu, tapi apabila substansi membutuhkan 
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waktu yang lama. Untuk tahapan prosedur SOP sebetulnya sudah 

bagus, namun untuk runtutannya kadang-kadang tidak selalu bisa 

dilakukan, karena tergantung kebijakan. Seperti kasus kemarin salah 

satu RUU tidak bisa melakukan pengumpulan data kedaerah karena 

permintaan yang cepat akhirnya hanya brainstorming memanggil 

pakar. Yang terakhir mi SPLP belum dilakukan uji konsep belum 

sesual tahapan tetapi harus sudah diserahkan jadi 27 mei baru sekitar 

2 bulanan sudah diminta, waktu permintaan yang tidak sesuai SOP 

menjadikan semua tahapan dalam SOP tidak dapat dilakukan karena 

kita bekerja sesuai dengan permintaan. Kaitannya sama anggaran 

juga, banyak kegiatan belum selesai namun anggaran sudah habis, 

harusnya disesuaikan dengan SOP juga mengenal singkronisasi 

anggaran dan SOP. Seperti uji konsep 6 hari tapi pada praktiknya 3 

hari saja, jadi sebetulnya dalam penyusunan banyak yang tidak 

sesuai SOP tergantung kebutuhan NA dan RUU, dan tergantung 

kebijakan bapak Kapus PUU juga. Jadi intinya dalam tahapan nya 

sudah oke namun dalam pelaksanaanya SOP masih sesuai dengan 

kebijakan karena tergantung penmmntaan juga. 

Wawancara dengan Ibu Opi 

W 	Bapak Arif Usman, S.H., M.H., sebagai Perancang 

Undang-Undang menurutnya sebetulnya SOP ini sudah bagus namun 

dalam tahapan pelaksanaanya selalu ada kebijakan yang tidak sesuai 

dengan SOP. Intinya SOP mi harus disosialisasikan ke AKD menurut 
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nya karena banyak permintaan yang tidak sesuai dengan SOP yang 

ada di PUU, sebagian besar AKD tidak paham mengenai SOP yang 

ada di PUU. Karena PUU bekerja atas permintaan sebelum 

melakukan penyempurnaan seharusnya kita konsultasi dulu dengan 

AKD atau sering komunikasi agar tidak adanya bolak-balik 

penyempurnaan. Diusahakan dalam proses tahapan penyempurnaan 

ditambahakan melibatkan Tenaga Ahi AKD terkait yang bisa 

merepresentasikan keinginan Anggota AKD yang bersangkutan. 

Wawancara 

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Zaqiu Rahman, S.H., 

M.H. sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan, 

menurutnya SOP mengenai penyusunan NA dan RUU, cuman 

selama mi kendalanya pertama kebanyakan sudah tau mengenai 

adanya SOP namun dalam pelaksanaan tugas-tugasnya perancang 

semuanya tidak merujuk pada SOP itu, karena di SOP sudah diatur 

mengenai NA dan RUU, namun pada praktiknya adanya permintaan 

dari Anggota Dewan terkadang harus Iebih cepat atau bahkan Iebih 

lambat, terkadang tidak bisa kalek diterapkan di penyusunan NA dan 

RUU karena banyak alasan untuk tidak melalui semua tahapan. SOP 

dibuat hanya untuk dasar aturan saja. Untuk mengenai masukan 

setelah presentasi dari AKD, untuk menyusun atas permintaan AKD 
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atau Anggota, setelah selesai kita presentasikan urgensi dan 

substansinya. Responnya ada yang menerima dengan catetan, ada 

yang vocal, ada yang minta dikurangi, ada yang menerima dengan 

seluruhnya. Kebanyakan diterima dengan masukan karena kitra 

membuat dengan data dari masyarakat dan pakar-pakar kecuali 

apabila ada kepentingan politik bisa bolak balik. Tergantung RUU 

nya juga dalam penyempurnaan. SOP sudah ada standar wkatunya, 

namun pada praktiknya standarnya 3 bulan, untuk mengenai rapat 

berapa jam atau mengenai waktu tidak terlalu dipermasalahkan asal 

selesai dalam 3 bulan karena awal pembentukan tim kita langsung 

membuat time schedule. Namun pelaksanaannya tergantung 

waktunya para perancang juga karena perancang tidak hanya 

mengerjakan satu NA dan RUU. Yang jelas tahapan yang ada di 

SOP memang benar dilakukan oleh para perancang. 

Wawancara ciengan BapaK Laqu 

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Akhmad Aulawi, S.H., M.H. 

sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Menurutnya SOP 
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harus dilakukan adanya penyempurnaan karena dirasa belum 

memberikan dasar sepenuhnya karena masih adanya poin yang belum 

masuk dalam SOP, menurutnya setelah kita presentasi mengenai NA dan 

RUU adanya dinamika. Dinamika positif itu yang artinya menerima maka 

tidak ada perbaikan. Namun apabila adanya masukan lalu akan dilakukan 

penyempurnaan. AKD dapat memberikan kembali kepada BKD untuk 

melakukan penyempurnaan sampe dirasa sempurna untuk memberikan 

pelayanan terbaik, namun dalam penyempurnaan hanya memperbaiki 

substansi yang menjadi masalah. Apabila substansi sangat dirasa 

mendasar atau membutuhkan pendalaman lebih lanjut maka PUU dapat 

mengundang pakar/ dapat mengambil data kembali ke instansi terkait. 

Lalu menginventarisasi permasalahan yang diberikan oleh AKD untuk 

memetakan permasalahan yang seharusnya diperbaiki oleh tim, karena 

tidak semua masukan bisa disempurnakan terkadang masukan tidak 

sesuai dengan substansi. Tim setelah memperbaiki harus mereview 

kembali kesesuaian dengan substansi yang lain karena jangan sampai 

tidak nyambung dengan substansi yang lain, dan itu membutuhkan waktu. 

Contohnya apabila suatu tim ada masukan di BAB 3 makan di sesuaikan 

dan di perhatikan dengan bab yang Iainnya. Dalam penyempurnaan juga 

kita sesuaikan dengan anggaran dan kebijakan dari pimpinan. Menurut 

saya itu mungkin nantinya dimasukan didalam SOP setelah tahapan 

presentasi karena hal mi seringkali terjadi. Intinya sebelum AKD 

menyatakan sempurna nantinya akan bolak-balik di poin itu. Lalu untuk 

poin yang lain adalah perlu dilakukan penambahan waktu disesuaikan 

dengan kebijakan pimpinan. 
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Wawancara dengan Bapak Akhmad Aulawi 

Dari kesimpulan wawancara dengan tim penyusun SOP dan para 

perancang undang-undang, permasalahan yang didapat guna 

penyempurnaan SOP adalah: 

Kurangnya kekuatan mengikat dari SOP karena bisa dilakukan 

adanya pengecualian apabila adanya kebijakan yang dikarenakan 

permintaan yang cepat dari AKD atau Anggota DPR. 

SOP harus direvisi sesuai dengan dinamika kebutuhan para 

Perancang. 

Perubahan waktu dari 3 bulan menjadi 4 bulan karena meihat dan 

praktiknya adanya kebutuhan penambahan waktu yang dibutuhkan 

oleh para perancang. 

Penambahan poin kegiatan tahapan pengunggahan ke web SIMAS 

PUU mengenai urgensi agar mendapatkan output partisipasi 

masyarakat sebagai dan pengunggahan konsep NA dan RUU, juga 

pengunggahan produk akhir NA dan RUU ke daam website Pusat 

Perancangan Undang-Undang. 

Penambahan poin mengenai tindak lanjut setelah adanya masukan 

dari AKD atau Anggota Dewan agar nantinya dalam mengambil 

tangkah para perancang mempunyai dasar aturan dan 

meminimalisir adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas, selain itu 
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juga untuk meminimalisir kesalahan atau kelalaian pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Penambahan mengenai pemanggilan 

pakar dan uji konsep apabila dibutuhkan dan substansi 

penyempurnaan dirasa sangat mendasar. 

Kegiatan 3: Menganalisis SOP Penyusunan NA dan RUU untuk 

penyem p urnaan. 

Kegiatan mi dimulai dari tanggal 12 Agustus 2019, kegiatan 

mi dilakukan setelah didapatkan inventarisasi permasalahan dan 

hasil wawancara dan diskusi dengan beberapa Perancang Undang-

Undang dan tim penyusun SOP. Dalam kegiatan ini penulis 

Iangsung menuangkan dalam draf konsep penyempurnaan sop 

agar nantmnya memudahkan penulis dalam memperoleh Output 

akhir. Konsep SOP yang didapatkan adalah hasil dari kebaharuan 

SOP sebelumnya yang diharapkan dapat menghasilkan kinerja 

pegawai yang Iebih baik sesuai dengan yang tercermin pada nilai 

Komitmen Mutu. 

Melakukan analisis penyusunan draf 
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HasH yang didapat dari analisis ml adalah perubahan SOP 

Penyusunan NA dan RUU guna mempermudah kinerja para 

Perancang Undang-Undang. berikut adaah perubahan-perubahan 

yang diganti. 
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FflnquPmDuldfl 0414 

Draft Konsep SOP Penyempurnaan 

Draft Rekomendasi SOP yang diatas adalah hasH penyempurnaan dan 

connector dan penambahan tahapan kegiatan (yang bertuliskan merah) 

mengenai penambahan pengunggahan urgensi RUU kedalam Web 

SIMAS. 
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Dari sebelumnya di SOP existing tidak ada pengunggahan urgensi ke 

SIMAS di pain 5 (lima). Draft selengkapnya terlampir pada lampiran draft 

Penyempurnaan SOP. 

Jadi dapat dilihat pembaharuan Penyempurnaan SOP Penyusunan NA 

dan RUU. analisis penyempurnaan dilakukan dengan konsisten , hal mi 

menerapkan nilai Integritas. 

Kegiatan 4 : Melakukan Evaluasi tindak lanjut terhadap hasil konsep 

penyempurnaan. 

Kegiatan ke 4 (empat) mi dilakukan mundur dari time schedule yang 

dibuat sebelumnya, karena menyesuaikan dengan kegiatan dari Bapak 

Kepala Pusat dan para perancang. kegiatan mi dilakukan pada tanggal 27 

Agustus 2019 yaitu mengenai konsultasi dengan pimpinan mengenai tidak 

lanjut dan menyusun Iangkah-Iangkahnya. Evaluasi mi dihadiri oleh 

seluruh perancang Undang-Undang kecuali yang sedang ada tugas dan 

dinas luar. Dari evaluasi mi dihasilkan Bapak Kepala Pusat memberi 

arahan agar ditindak lanjuti nantinya secara prosedur rekomendasi 

konsep penyempurnaan SOP ini masuk ke dalam jalur resmi agar 

dilakukannya evaluasi dan penyempurnaan karena menurutnya SOP yang 

balk adalah SOP yang dievalusi. Konsultasi dengan pimpinan saya 

lakukan dengan memperhatikan etika dan mengedepankan sopan santun 

hal mi menerapkan Etika Publik guna tenwujudnya koordinasi diberbagai 

pihak yang nantinya berkaitan erat dengan isu yang saya angkat (Wealth 

Of Goverment). 
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Konsultasi dengan pimpinan terkait tindak lanjut 

Kegiatan 5 : Rapat pembahasan tindak lanjut dari draf rekomendasi 

konsep SOP penyusunan NA dan RUU. 

Kegiatan ke 5 (lima) ml dijakukan dengan stakeholder eksternal yaltu 

Organisasi Tata Laksana. Rapat inibertujuan untuk mendapatkan 
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rZP : 

- 

gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang 

diharapkan dan dalam pertanggungjawaban rapat dibuatkannnya lapsing 

untuk penerapan nilal Akuntabilitas. Rapat mi membahas mengenai 

stadarisasi SOP agar sesuai dengan aturan persekjen No 14 Tahun 2016. 

Dalam rapat tindak lanjut mi Penulis bertemu dengan Ibu Dra. Tanti 

Sumartini, M.Si. selaku Kabag Ortala dan Ni'mah Wahyu Purnami, S.E. 

selaku Kasubbag Tata Laksana. Dari darft SOP yang didiskusikan 

didapatkan mengenai revisi gambar connector pengambilan keputusan 

dan penerima tugas lalu penggunaan bahasa dalam SOP penyempurnaan 

tersebut. Beberapa tahapan kegiatan dipadatkan menjadi satu kegiatan 

agar tidak over maksimal kegiatan karena standar ortala untuk SOP paling 

banyak adalah 21 kegiatan sedangkan SOP existing berjumlah 29 

kegiatan. Beberapa kegiatan administratif juga dihapuskan karena 

dianggap sudah ada di SOP Naskah Dinas Korespondensi Badan 

Keahlian. Dalam rapat penulis lakukan dengan memperhatikan etika dan 

mengedepankan sikap sopan santun (Etika Publik) guna terwujudnya 

koordinasi di berbagai pihak yang nantinya berkaitan erat dengan isu yang 

penulis angkat (Whole of Goverment). Dan rapat mi dilakukan guna 

kepentingan bersama, hal mi mencerminkan nilai-nilai Nasionalisme. 

Rapat dengan Bagian Ortala 
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Rapat dengan Bagian Ortala 

STAKEHOLDER 

• Internal 	: Pegawai Pusat Perancangan Undang-Undang 

Badan Keahlian DPR RI 

• Eksternal 	Organisasi Tatalaksana Sekretariat Jenderal DPR RI 

ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN 

Jika kegiatan tidak dilakukan dampak yang terjadi apabila Pusat 

Perancang Perundang-undangan tidak melakukan peningkatan 

komitmen mutu penyempurnaan SOP adalah adanya kesalahan atau 

kelalaian perancang dalam menyelesaikan pekerjaan karena SOP 

berperan sebagai standarisasi prosedur, pekerjaan tidak dapat 

diselesaikan secara konsisten, dan kurangnya akuntabilitas karena 

pengaturan belum disesuaikan dengan kebutuhan para perancang 

sekarang, selain itu juga menghindari adanya tumpang tindih 

pelaksanaan tugas. 
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E. TIME SCHEDULE 
Juli Agustus 

Kegiatan Week Week 

2 3 4 5 

Rapat dengan Jajaran PUU mengenai 

ji1 
penyamaan persepsi mengenai 

penyempurnaan SOP Penyusunan NA dan 

RUU 

Menggali informasi terkait hal-hal yang terjadi'  

pada proses penyusunan Naskah Akademik 

dan Rancangan Undang-undang 

Menganalisis SOP Penyu-sunan NA dan RUU I  - 

untuk penyempurnaan 

Rapat dengan Jajaran PUU mengenai I 
I 

penyamaan persepsi mengenai 

penyempurnaan SOP Penyusunan NA dan 

RUU 

Rapat Pembahasan tindak lanjut dari draft - - 

konsep SOP Penyusunan NA dan RUU 
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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari pemecah isu : Mengoptimalkan SOP Penyusunan 

NA dan RUU Tahun 2016 dengan penyempurnaan 

Kegiatan ke-1 : Rapat dengan Jajaran Perancangan Undang-

Undang mengenai penyamaan persepsi penyempurnaan SOP 

Penyusunan NA dan RUU (Whole Of Goverment, Etika PubUk, 

Komitmen Mutu, Nasionalisme, Akuntabilitas). 

Kegiatan ke-2 : Menggali Informasi terkait hal-hal yang terjadi 

pada proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan 

Undang-Undang (Etika Publik, Akuntabilitas, dan Manajemen 

ASN). 

Kegiatan ke-3 : Menganafisis SOP Penyusunan NA dan RUU 

untuk penyempurnaan (Komitmen Mutu, Integritas). 

Kegiatan ke-4 : Melakukan Evaluasi tindak lanjut terhadap hasil 

konsep penyempurnaan (Etika Publik, WOG, Nasionalisme). 

Kegiatan ke-5 : Rapat pembahasan tindak lanjut dari draf 

rekomendasi konsep SOP penyusunan NA dan RUU (WOG, 

Etika Publik, Akuntabilitas, Nasionalisme). 

B. SARAN 

1. Untuk penyelenggara pelatihan 

Penyelenggara pelatihan yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sudah sangat 

baik dalam menyelenggarakan Latsar CPNS tahun 2019 mi, 

meskipun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan 

kedepannya. Menurut penulis perlu adanya pedoman baku yang 

perlu dijelaskan secara rinci mengenai aturan pelaksanaan 

Latsar CPNS yang di berlakukan untuk peserta maupun panitia. 

Hal mi dikarenakan perbedaan persepsi mengenai aturan 

selama latsar dan menyebabkan penerapan aturan-aturan 

bersifat teknis kepada peserta latsar menjadi berbeda oleh tiap 
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panitia penyelenggara. Sehingga dengan adanya pedoman 

baku tersebut diharapkan kesalahpahaman atau perbedaan 

aturan antar peserta dan penyelenggara tidak lagi terjadi. 

2. Untuk Instansi / Unit Kerja Peserta 

Untuk mendukung keberlanjutan kegiatan yang dilakukan, maka 

penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

Evaluasi terhadap SOP yang ada di Pusat Perancangan 

Undang-Undang agar disesuaikan dengan dinamika 

kebutuhan perancang peraturan perundang-undangan. 

Kebutuhan SOP baru mengenai teknik pengelolaan aplikasi 

SIMAS atau Website Perancangan Peraturan Perundang-

Undangan. 

Kebutuhan SOP baru mengenai Naskah Dinas 

Korespondensi 	Perancangan 	Peraturan 	Perundang- 

Undangan. 
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LAMPIRAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BAOAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAK.ILANRAPcYATREPUBLIKIP4DC)NE 

. A 	
73 jum 70 t9 

Seat 
O.ra)a! 
P.rh4t 	 uang.r Rapal 

YttI 	K.p-$a P'usa? P.ranar1Uafl UndanO-UrId*flU 

jaky 	
/ 

Pra'Caf-gar 	 ia 	 L- -- . 	-a 	-a 

uaI5a% djIarr ranQa PeLathr. Oaiac Gar Pcga-a 	 ct 

Goior'9W' 3. T•Njn 2019 

S.Putungan dervan !-ial iersed, k.alTH rnegdaf'9 Bapk urtti Pfr 

daFafl rupar yang bkr. d'akartak 11 pada 

Han tanogal 	 Seal-a 23 j* 2019 

Waktu 	 Pu 08 00 WiS a 

Aca'a 	
Rapa! AwaI PcoocntaS. AklualvsasA CPNS Tahuri 7019 

Teirpat 	 GeotM-.Q S.tar dam BK OPR RI Lanta, 7 RlJaflQ Rapat 

Karpoia P.jUl PUU 

JI .)eC Ga1t Suot0, Jakaiia Ptsa! 

Mnal pec*rgiya acra thrna*a 	 r'e4QJP 	ehdlTar 

B.apak guna mem*-a" aralan dan m earr ya 

D.rn'kai, urtttkmarlISCI
, 
 r'akurn atas per tan .n k ftSedj&ar% Bapak. kern, 

rr.rucapkar 1enrv.a kaa,h 

Kepa*a St.b Ba;a- T e.i Lkaara 

Pt..aa! Pera 

F.hrn Aayari. S Soa, 
NIP. 1960615 199003 1 007 
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DAFIAR 14ADtR 

RAPAT AWAL KOORDINASI AKTUALISASI 
CPNS TAHUPI 71i9 

Mat, T.nggat 	sa tasa, 23 JuIE 2019 

Wabtu 	 PukUl 08,00 W1B ..d selosal 

Tempit 	 Gedung Saten din BK DPR RI. LantJi 7 Ruang Rapat 

KGpala Pusat PUU 

No Narna JabaUfl Tanda Tangan 

[> 	ioWt,uS Sarrtul S H 
-  

MHum 

TU Pusa PUU 
( 

2 Fahrns Asyan. S Sos Kasubag 

S Ag LLM ardrsantwi 

4 Akhrnad Aulawi, S H M H 

Perancang  

5 RckoWahyud.SHMH (Kofbid Ke%rad3fl 

P 	PUU Madya 
6 Veni Handayari 5 H.  M H 

Chatul Umam, S H. MM 

• Nui Ohenasyanfa Albany Tanung 
.SH 

Caon Perancxig PUU 
,(CPNS)____ 

V T Ee1putrLmadaPanaftan.CatoflPef*flcafl9PULJ 

SH ICPNS 

10 DehaMtar'na Cahyansngrum S H 

1 	M - Gadrnor Katw. S H 	 PNS 	
ptJU 	 -. 

calon 
S H 	(CPNS)?caf p j P4g 	

- 
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I %J'()R \ R I' 1 '.'\ \I kOORI)I\ 	I k II I I'. SI (1'S 1J¼11( N 2019 

Lthuri Sidang 2019 

M.L'.1 l'idiingan 

I raulan 

Rtpai kc 

Stial lcnutup 

Jcm Riptt AaI KoordinaLci AkluaItsa,'i CPNS Tahun 2019 

lliiri.ianiil Ia,sa. 23 kilt 2019 

Pu 	iii S.C)0- 10 (}0 \VI U 

1 ernç"at Ruatig 	Rapal 	Kpab l'uiaI 	I I '7 	Sikrtituriat 	)enkra1 dan 	UadLrn 

Kahlian IJF'R RI 

Kciu.i Rapat l)r 	lnoiinitui. 	insuI, SlI. 	'i.LIun, 

Skrctarii. 1hla Astanna Cahaningrum. S.H. 

liadir 12 cpr.tnu UcrhtIILpir) 

Acura Ripii 	-i.aI 	Kk'rliri4I'.t 	,'iuiil;-t'.i 	t P\ 	I thun 	'1110 	ikmgwi 

kcriI.L I'u',tl 	'1 	1 	jjn juj 	ii 

rI:Nr)%III 1.1 

1. 	R.ip.it rUt kin Sciasa. !iili 2i11U dik1iL,i 	 i5'ii "k II 	•'_-L ftir.L. \L.I 

A a lass I '&'h.igai tnodr.i 	Liii i i k piiihiikaai I Tap4r a 11 at k .'.i 1 1 11-1 u. 	,,, , 	I 	-. 

2 	Rapat di n .itakan tcn utLip ui i. IUnht$fli 

IL Pk()K-IOk()k PE!.1I3I( •R - \' 

- 	Para L'I'vs rncnicl.iskari niengenai gagasan na akiu_ili'-.i'i 	ta.: a .t' 1: 

prcscntLslk;iLL di 4)tUL pad.i LflgiI 24 \gUSIUS 2019. 

- Pant mentor mcnjclai.L,n mengcnai gagasan i.su C'PNS .ang prescnlasikan ii kopu pada 

Langgal 24 .Agustus20I9 

- Sctiap CPNS mciidapat tiinggapan dan masukan dari Kqaila Pusal PUt  dun punt 

k.strtJirtatIr Ilidajig 

- 	Maukan dart Pinipilian ai.tii Kepuli 1'uut ugar i.0 gagasan aktualisa.si pcncrnpurnaafl 

Ichih kc ittibstafid priiscdur kc-clttrulm,i tl,ili itre a.n apa ..lng knr.ing dan SOP 

Pcnyusurutn NA dan RI I 7  icrshiit. d.irt tinluk porn nut_in penuln a'lusinii dtruhah 

dan olng .nuIn a adany a 	 pcn cInpIIrmutrI ,ncntidi nict t,l'thLjst pn.sctJur 
i.4-..k t.n.t. 1. 	 •,,..,...-n.• i,.lk I.,uiti hit - i nia'.i,ktin 	%kI) ,itL%IU tfltPti'.iL I)esan 
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diharpk&in igr nanlin%i. ap .ang dilakukan olch perancng siidah adu dasr SoP na 

daurn rntLtktiLin pinnipurnaan. 

III. KISI\IPL1AS 
cuLu ada dv~ kuNi Ichih laniut terkait penihahasun mengenai aktLItIisIsi dcnan pani se nior 

(FN. 2l IN tiutuk sharing pciigarnn. 

tV. I'FLTI P 
Itp:it d:tulup 	piku1 10.110 \\113  

Jakaria. 23 .Iutj 2019  

ki s'rdiiuilt'i Iidang Pihtik I lukuin Jan I JAM 
1'tis.ai I 	 t nd.g-t ndtng 
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SEKRETANIAT JIND1RAL DAN BADAN WEAHL.IAN 

DWAN PERVVAKit AN RAKYAT REPtJBLIK INDONESIA 

:1. 

NflOf 	485 	
23Agu 	2OY 

StaI 
Derat 	sepril 

I'eh3i 	
Un9" R.apat 

Yth 	
I Kepala Baglan OrganI3aI dan Tat.a Laksana 
2. Kopala Subbagiar' Tata Laksana 

cli Gedina SkretatJfld2iaLPB-J 

Brsma fli )11 bn1aflUr,  oe'gan r:- . 	YW3 CPS di Pusa? Perarca;3r,  

Udang4Jndar Badar Keahiafl DPR RI ata n-a D&a A3fartfla CYar'9m S H 
ann menadakai keçalan ak1uaIraS yang terktan oegan perrtbahar' Konsep 
Penyrnpurnaafl SOP Perusunafl NA dan RUU den9a' iDtgantsasl 1ta Laksarla dalarn 

rangka PelatJian Dasaf Calan Pegawa' Negeni 
Sp*I Angkatw' II GoIOr'gafl 3 Tat"u4' 2019 

Sehi.itungin dengan hat tersebtit. kam' mengurldwgi Ibu unuk hadtt dalarn rapat 

yang akan dIaksaa-an pada 

Han, tanggai 	 Rabi, 23AgiiStUS 2019 

Waktu 	 Pukt 14 00 WIB s d setesw 

Aara 	 Rclpat PembahasaC Knsep Pe-WemPumaan SOP 

Tempat 	
Ruang Rapat Organaali Tata Laksana Gedung 

Sekretai1t JederaI OFR RI 
.11 Jerd Gatci Saet7oto Jakata Pusat 

Mengnga1 perngnya acaa dirn.aksud karTi' men iara9afl kehadarin Ibu gt.ua 

membeflka' arahan dan masukarfl(a 

Untuk keIan_arän komunikaSà dan ifformaS4 lei lanjut, dp.at mengIubungt 

San Deja Asfartna Cahyaflingrurn, S H Hp 065600011907 

Denikiar untuk menad rr.aklurti atas Dermatar ian keseds.aw

mengucapkafl terima iasth 

an KeçaIaPusat 
coLa Sit eagian Tata Usaa 

Pusat Peanc44r UJwJniar 

FahmiAsy 1  
NIP 19680615 i9903 1 007 

Teifl4u5an 
paa Pusat Prancafl9an Undang-Undan9 
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DAFTAR HADIR 
RAPAT PEMBAHASAN ORAF SOP 

PENYIJSLJNAN NA don RUU 

Han, Tanggal Jumat, 23 Agustus 2019 
Waktu 	: Pukul 14.00 WIB s.d scSaI 

Tctnpat 	: Ruang Rapat Ortala Gedung Sekretariat Jenderal dan BK 

DPR RI 

No 	 Narna 	- 	 Jahatan 	 Ti,da Tangan 

I 	D 	Tan' Stimartim, 	Kepala Baian Orq.siI clan Tata  

ris 	 Laksafla 	 - 
2 	Nrnah Wahyu Purnami, Kepala Subbaglan Tata Laks-ana 4 
3 	Dela Aslanna 	 n Perancang Undarg.Ufldaflg Ahil 

.Cahyafllflgrm. S H 	Pertarna 
Calo 
	 ( ) 
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SFkRI I •%RI I J l.l)l- H.I. I) Y. III) i6N ki. \Ill .1 AN  

I)IW' l'FIW kII. 	R k\ \ I RI P1 111.1K ll)OI SI 

1.tOR.\N R.\PA1 PF.IU MANAN kflSl P I'L\\ I \1I1 I 	 NOW 

l'S (M NAN 'S\ I) 	Kit KFC;I .I NN AK IL UiSSI UPNN I -XIII N 21119 

2019 

crutup 

Rupal 1'e*iihahaan Kt.ncp Pcnycmpurnaan SOP 

Jumut. 23 Agwslus 21119 

I 4.tlrI. seItsai 

Ruang Rapat )ruanisasi 1 a laksana Sekn.iiiriar kndi:ral dam I3auian 

Kalalian DPR RI 

Ni'mah \'ah u I'urn,anii. S.L 

F)eia .•\'.farina Cahananinim SI! 

c'raI1 1IirIaittpirl 

Rapat 'iiaha1iasan Knnsap Pnycmpurnaan Soil' Pcnvutinan NA 

dan RI I 

I ahun SttLinj 

Masa Pcrsidangan 

I ris,iaian 

Rapat ke 

S 141 

.Ienis rapal 

I IiiangaI 

Pukul 

I empat 

Kttui Rapat 

Skrctaris 

I ladir 

Acara 

t'}:N9AHtLLA 

I. Rapat pada hari Jumat. 	.\gu%Ius 019 dahuka r" 14.110 WIB •.'kh thu irnah 

WahNu PLlrJ1tfl1t. 5.1 	tuai Ktua Rapat untuk I'riihukin Pntbahasan konscp 

Pcncrnptirraan SJP l'ira u.unan N.\ dan RI 'I.. 

2 	Rapat din.atakan trliiIup uncuk untunt 

POkOk-POk()h. rF\1BI(ARAA. 

• 	lkia \sianin.i r11nkiakan mengenat gaaan ttivaktuatliuuii ( £'\' s twngemti ksr,  

pen%crnputf-naala St II' pIn\aIstInan \A dan RI.0 1pina mnditkung tuis dan iunii 

Ornisaai latu I.aksan.L 

- 	1)ela Astrina nicngkonuItasiLLnn p4.ok-pukok apasaja 'ang minjadi iokt 

pnrnpurnaan, sdiinga agur didapat kun.sep )ang ntaung dalam pcn.ernpurnimn 

• 	Ihu Nimult rneinb,,nikan rnngnat revist anthar cuniwlor pi:nanihiLtn kiputu.san 

dan pnerirna ivas lain pI1ggunaan hahasa datum SC )P petimpurna.uI tcrscbul. 

Behg-apa tahapan keiatun dipadalkan tninjadi uttu kquaLin .tar iidak t iter rnaksimal 

ktiatan karena stagidar urmLt untuk Sl pzaIini haitak udaiah 21 kigtatan sctLanLm 

St )P cidstin hruniLih 29 ktatait 11htrapa ktaran udntintstratit dtmaukan ic 

I 	t: 
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dalurn prses wataupun datam bntuk k1erangan atau SOP ;cr'ccndiri yailu SOt' Na.kah 

Dinas KtrespQndensi Iadan Kcahlian 
thu Tanti mmberikan amharn je1a mencnti garis hesar ivas fungsi dan tithapan 

dari Perancang Pcraturan p erundan g1ndangafl. Dan niernbnkan masuIan mcflgcflal 
ahapan adrninistruifnya datarn SOP dimasukan ke dalarn pr\)SCS %aIaUptifl Jalani 
hentuk ketcrngan atnu SOP iecscndiri yaitu SUP Nskah Dinas K respoiaiensi I3adan 

Keaht un 

K}:'t\1Pt i,. 
Perlu ada dtsku'i Iebih tanjut terkait ht.il revisi kons3..p penen1purfliUifl SOP 

1'CflttSUflI1 ':\ dan Rt 
- 1 ampirwi hasit phuhasun. 

Pi\ITLP 
Rapn ditutup pada pukul 1.U( Vs lB 

.lakarta. 23 'tgutus 2019 
Kepali Sub 	rtata Lnksana 
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN 
KhAl1L1" 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
.1_N IE\DELT)t 5JROTO j,AfA KDL PS 

TEL? 1121i 715 34 FAX U, 	
71 4J Sl' C 	MRSIrE w 	dp'.O 0 

2 3 AOJStLJS 209 

Nomor Iii 	IPU0812019 

Derajat $cgera 

Pentiai Undanga' Rapat 

Yth. 1. Koordinatof Bidang 
Mentor Latsar CPNS 2019 
Perancaflg Undang.Ufldaflg 

di Lingkufl9a.fl Pusat PULL BK OPR V.RI 

Jakarta 

Bersama ni ka.T, ber,tihukan derigal - ormat rahw.3 CPNS 

Perancangafl Urtdang.Ur.daflg Bad.an Keahtiarl DPR RI akan merigadakar 
sosiaIta5l kegalan aktualisasi clalarn rangka Pelatihan Dasar Calon Pegawas 

Negen SpiI Angkatan IL Golongan 3, Tahun 20'9 

Sehuburigal dengan hal tersebut karni rnengur.dat'lg Saudara untuk hadir 

alam rapat yang ahan dilaksanakan paoa 

Han, tangqal 	Seasa. 27 Agustus 2019 

Waktu 	 Pukul 09 00 WIB s d selesa 

Acara 	 Sosialsas. Kegiatan AktuaIisas CPNS Tahun 2019 

Terr.pat 	 Ruang Rapat 714, Lt 7. Gedung Setjen dan BK DPR 
R1 J Jerid Gatot Suboto, Jakarta Pusat 

Mengingal pentingnya acara cirnaksud, kami mengharapkan kehathran 
Saua'a gna mernoerikan arahan dan rnasukannya 

Demikan untuk rnenjadi maklurn atas perhatian dan kesed'aar Saudara. 
karni mengucapkan tenma kasih. 

Kepaa Sub Bagiar lata Usaha 

UndgUndang, Pu sat Perancargan 	an  

Fahmj Asi(ari, SSos. 
NIP. 19680615 199003 1007 



DAF TAR HADIR 

lan, Tanggal 	SeIaa. 27 Aguslus 2019 

Ternpai 	 R. Rapal 714 Pusat PUU. Sot3on dan BK DPR RI 

Pukut 	 09.00 51d seleeal 

Agenda Kegiatan 	Soslallsasi Aktuatsast Polatihan Dasar Caon Pegawae 

Negori SpiI Sekretarlat Jendoral dan Badan Keahitan DPR 

RI Angkat.an it Tahun 2019 pada Unit Korja Pusat 

Perancangan Und.ang-Undang 

Tanda 
Jabatan 	

Tangan 

Pe,pc or'. 

rJ} '4f 

-;; 
ta'ke  
r 

No. 	 Narna 

2 

cts4.n 1rw'. 

I ((4.ci/rt.A (  Urni 

; 

-. 	 Itci 

• 	. £,f,,, ,'....-, 	3Ji-Pij. 

AP.tç 	SP-A4 
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SFkRi1..tRI.VI PFI)I'RAI. I)\\ Ilti ) \ KI- %11 LIkN 
.\ i'F\\ AKI  LA\ Ht K \ ti Rti'( Dl .11.. I ' i)( )\ I-SI A 

I. AI()R,t\ RAI'.i.I S()Si\l.ISSl Akil •ALIStSI (PNSl tiII N 24119 

I r*!iun Sidang 

\1na I'rr4id:IIIgan 

I riwulan 

Siitt 

Jciiis tupii 

I ILlri.lunggal 

PLIKLII 

empal 

Kttia Rapat 

s.kctari.c 

I Ii.Iir 

\ .ira 

2019   

I erlulup 

Rapai ;\ktualisa.si CPNS Tahun 201 1  

Sdasa. 27 Aguitus, 20I 

i9ii tVIB s.d sdcsai 

Rihuig 714 U. 7 Sdrc1ariat kndrai dan Badait Kealiliazi E)PR RI 

Mardisonkri. S.A.. LLM 

I)cii .-\'tarina CaJi anjnrun). SI-I. 

33 orang (trIampir) 

Susialisasi kegizuan aktuiiiasi CPNS 201 1  dngan Bapak KpaLi 
PuJ1 Pt t. dan seluruh Perancane Pracuran Pnindan-undangun. 

1. 	PISI).-AhIt I.L.-t, 

Ripa1 paLi hari Sdaca. 27 -gus1us 2019 dibuka pukul ()9.00 WiI3 olch l.3apak Rick 
Vs'jliviiilt sehai.ai mtxkraitr wituk pernhukaiin Snia1isasi kegiatan aktualisasi CPNS 

2. Rapat din at.tkan k1lutUp uinuk uniurn. 

II. POKOK-Pokok I'E\IIICAW&AN 

- 	i'ara PNS m,.miela.kan n1engnai kegiatan aktualkasi yang telah didilaksanakan di 

tnut kerja aiiu Pwiai PerJilLangIil I nhuiig-I_ndaiig. 

- Setiap (P\S niendapat tanggapan dan masukan dari Kepaha Pusat PUt Jan para 
PranCaz)g I'raturan Prundang4 1 ndangan. 

- 	Kcpala Pusat incnibtri arahan agar duiriduk lanjuli ntnttnya secara pr.edur 

rek,mnda'i kmscp pcn empurnaan S(W ml masuk kc dalarn jalur resim agar 
diiakukanna caIuusi dun NIINC111PLinumn kartna rnenurutnya SOP yang balk adalah 

SOP yang dievalusi. 

• 	Pcraniang ninibcri inasukan mengcnat paparan .Igar khli% ntnarik Jan dikllgLtpi kigi 

dari proscs vawaiicura hasil vimancara dsh. 
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Ill 	FSIM1'I I.A' 

	

I I.i'iI ik tu.aI ral 	INS d ibaiupkan diput Ir,nI.3di kun rektimcndasi Jan Japt di Is rid-ik I iii 

'ch P,'-ti I r1ncanL' I rdn-LnJn. 

I. I'F\L II 1 1  

dUilup pada tiukul 12.111.1 

Jakarta. 23 Agustus 'UI 
Krhtialor l3idan I'Iitk I IuI.uni Jan I I.\M 

I'usal Peru n I - it I nil mg-I nLbng 

MrdIiuiuuri. S. A  
\ I P 1 )770 () I tHJ2 121 105 
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LAMPIRAN UNDANGAN WAWANCARA 

30JULI 2019 

I Pesan yang dikirim ke chat ini dan panggilan kini 
diamankan dengan enkdnsi end-to-end Keluk untuk 

I, 	f: 	iflIK 

assalamualaikum mba wiwin mi 
delacpns 

mba wiwin hari ini fiat nya dela 
mau wawartcara mba wiwin terkait 
program aktualisasi mba wiwin ada 
waktu jam berapa ya ? terimakasih 

mba 

Ok ghena. Siangan yaIL .  
qF 	7- 

dela mba wiwin - 

Ooh iya dela 

Maaf 

Kmrn2sm ghena wa an 

oh iya mba nanti kabarin yaa mba 
kalo mba wiwin udh free hehe 

tIi mIci maeih rrat tim npniIi 

assalamualaikum pak, pak zaqi , saya 
dela pak cpns. saya mohon Ijin untuk 
mewawancarai bapak mengenai 
program aktualisasi saya tentang 
SOP Penyusunan NA dan RUU pak. 
kira2 bapak ada waktu kapan ya pak. 

Terimakasih pak u 

Oke, ntar di hub Ig ya 

Sekarangmsh rapat 

4 siap bapak. terimakasih 
' 	 - 

Sama2... 	 . 
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KONSEP PENYEMPURNAAN SOP PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 

Pelaksana Mutu Baku 

No Kegiatari Keterangan Kepala 
Kapus Kabag TU Kasub TU 

Badan 
PUU 

Tim 
BK Pusat PUU 

Kelengkapan Waktu Output 

Keahilan 

Mere ima araPan dan Kepala Eacan Keallan 
a 	urituk menyusuri Naskah Akademik (NA) dan Pementucan Tim, d,latsaiakan 

Rancangan Undang-Undang (RUU). sesuai derigan SOP 
Arahar 20 merit Disposisi Pernbentukan Tim Penyusunan 

Menuga5kan Tim Penyusunan NA dan RUU Nasicea Akadernik dan 

b 	
(Tim) untuk melaksanakan penyusuriari tsrrie Rancangan Undang-Undang. 
schedule Irencana kegiatan pecyusJnal NA dan 

RUU 

Mengadakan rapat tim melakukan Brairstorm rg 
Time Schedule / 

2 a 	dan merentukan Time Schedules rencana Disposisi 4 jam 
Rencana kegiatan 

Kegiatan 

Menyampaikan time schedule I rencana kegiatan 

b 	kepada Kepala Pusat Perancangan Undang- 
uridang (PUU). 

Time Schedule! 
3 

Menerima time schedulel rencana kegiatan 
a Rencana 20 menit Osposis 

penyuunan NA. 
kegiatan 

b 	Menugaskan Tim untuk 

Melakukan pengumptilan bahan kepustaicaan. 

Melakukan kajian dan telaahan barter 
kepustakaan terkait urgensi RUU. 

Menytisun outline NA 



Pe!aksana Mutu Baku 

No Kegiatan Keterangan Kepala 
Kapus Kabag TU Kasub TU 

Badan 
PUIJ 

Tim 
BK Pusat PUU 

Kelangkapan Waktu Output 
Keahlian 

4 a 	.ieIacuai perlgurlpLlar bhan kepLstakaan. 

b 	
Melakukan kajen dan telaahan bariar 
kepustakaan terkait urgensi NULl. Bahan pustaka. 

Disposisi 4 hari Kajian urgensi 

aim RUU, OuVine NA 
 C. Menyusun outline NA. 

Mempi-esentasikan dan rnenyarnpaikan outcine 

NA 

5 Merne ksa out lie NA cia -i L rgeis RUU. apabi a 

lidak ada koi-eksi. menugaskani Tim urituk 
ne 	Oil Ut 	NA d 

Dsposisi, Out ne 
nieninaaicianjuti iencana .egiacan dan - 

K1ir.rflnsi 60 meri 
NA dun Kajian 

nienguriggal urgensi RUU ke web SIMAS PULl urgensi RUU yang 
- telah dikoreksi 

b 	
i\.a -oes 	r'ya -rp: 	kri 	.. 	rr .i 
ci pebaiki 

Ur -  ,s te-j 	
- 	

n ga
Pengjrgqal'anUrgensiNA-ce 

ci we 	S:mas PULl dalam wet, SIMAS PUU 
6 a 	1 te 	ciri 	ci 	Ur 	e1 	r Kajiari .i gerisi 

. 
2 IT 

don Partisipasi 
d lakjkar o eh sala, 	atu 
aiggota tim (Peranca -iç) Ureiarg 

Masyaracat 
Linang) yang d tunuk. 

MelakuKan disicusi dengan pakar,narasumbe - 	 .. 
Diskusi dilaksanakan maksimal 

b. terkart penyusunan NA dari RUU. 
8j men: Kegiatan 4 kati dalam 4 han (SOP Diskusi 

- Pakar! Narasumber) 



Peaksana Mutu Baku 

No Kegiatan Keterangan KepIa 
Kapus Kabag TtJ Kasub TU 

Badan 
PUU 

Tim 
BK PusatPUU Kelengkapan Waktu Output 

Keahilan  

Pengurnpila'i 	aa ca an kcta 
r,aks.rnal 3 kal da am 3 n an 

Melakukan pengL.rnpulan data PenyUSLvan NA (SOP Pengumpulan Data). 
dan RLIU calam icota dan daerah 

DisOosisi 1 ) lan Laporan 
Pengurnpulan data ke daerah 
drlaksanakan rnaksrnal 5 han 
(SOP Pengumpulan Data). 

Setiap pengumpuan data dalam 
_______ kota dibenilcan waictu 1 han 

Menyusun taporani pengumpulan data setelatlnya untuk menyusun 
d penyusunan NA dan RUU datam kota dan 4 	iari laponan. Setiap pergumputan 

daerah data daerah diberikan walctu 3 
han setelabnya untuk rnenyusun 
laporan. 

Menyarnpaikan laporan pengumpulan data 
e. 20 menil.  

kepada Kepaa Pusat PUU. 

7 !.leme ksa la,oran. apa-,fla Laporan 20 meril. Disposisu 
ifi 

lidak ada Icoreks. n'enugaskar Turn u7tuk 
Masukan dan 

a. 	lerLnus!can konsep NA dan rnens.ir 
Kepata Pusat PUU 

kerangka 0asa dat RUU (Y) 

L1 
,\oa 	oesi, nnelyampa ka ne:aa :ur, Ln:Jic 

b 	dpebaikiT) 

Rapat dilakukan dengan 
B 

Measa -naka -  peryrran:perLm1Lur konse: 
3 Disposa, 12 hari Konsep NA pembagian tugas kepada 

NA 
anggota Urn. 
Rapat di.aksarakan :alann 

MeIasanakar perylran ke - arka .iaar :raF 
Kerangka dasar 

kurun waktu 12 han kerja 

b 	RUU metiputi pe. 	u.r1:Ltar batan. ana in. n.. 1 nan 
draf RIJU 

denngai estirrasi 3 jan-u :er ra1 
t.'er-imusan kerar.gkadasar Draft RUt. setar,a 3 -iari Ke , ja da an sOtu 

rn macu 

Meryaaicankerargka d3c:f ,  rsterat k 	RJU 
20 menut 

- kepada Kepa.a I'usat PUU L 
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Pelaksaria Mutu Baku 

No Kogiatan Keterangan Kepala 
Kapus Kabag TU Kasub TU 

Badan 
PULl 

Tim 
BK Pusat PULl 

Kelengkapan Waktu Output 

Keahilan  

9 
Keangkadasar 

60 meni Dsposis. 
--•-1 	a draf RUU 

ridak ada koreks. menugaskan Tim LntLk 
Masukar dail 

a 	rieriysun dial RUU Can tahan preseni. 4 Kepaa Pusat PUU 
konsep NA Can Draft RUU (V). 

Aa 	oesi rne,yapa kan 	eda lim 	njk 
b. 	

ci pOb.3iki 

Rapat dilaksanakan dalam 
kurun waktu 12 han kerla 

10 
Mengadakan rapat untuk merumuskan draf RUU 

a. Diso5isi 12 tari a. 	Kegiatan dengan estirnasi 3 jam per hail 
sesuai masukan Kepa.a Pusat PUU• 

selama 3 had kerja dalam satu 

minggu. 

Menyiapkan presentasi konsep 
Mery;apkan persentasi konsep NA dan RU U 

_______ b. 	n Baha 
NA dan RLJU disampakan 

b 	kepada Kepala Pusat PULl 
2 nan Presentasi Konsep 

melalui email kepada Kepala 
NA dan RUU 

Pusat PULl. 

Presentasi dilaksanakan 1 han. 
Dalam hal koordinator Bidang 

Menyampailcan oan mempresen-tasikan konsep 
C. bukan sebagal ketua tim 

NA dan RUU kepada Kepala Pusat PUU. 
didampingi oleh Koordinator 
Bidang. 

- Perbakan atas konsep NA dart 

11 
Mernenksa konsep NA dar RUU y arg ci Konsep NA dan 

60 merit 
Konsep NA dan RUU disampakan kembali 

p -esentasikan: RUU RUU kepada Kepala Pusat PULl 

ELI rnaksimal dalam 2 han. 

Apabaa ada masuan. konsep NA dan 	UU Masukan dan 
dkembahkan kepada Ketua Ti Kepala Pusat PUU 

Apab4a titiak ada masukan. rnerugasr tim. [] 
uituk nelacucar 4. konseo NA can RUU sert; 
neraJlcgan korsep NA dar RUU ke we: 

SIMAS 'UL 
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Pelaksana Mutu Baku 

No Kegiatan Keterangan Kepala 
Kapus Kabag TU Kasub TU 

Badan Tim Kelengkapan Waktu Output 
PIJU BK Pusat PUU 

Keahijan  

3 bad uy konse 	NA dan RUU 

12 a, Melaucan uji Konsep NA can RUU Dispo5isi 6 nari Laperan Kegiatan 
ke daerah Can 3 han uji konsep 
NA dan RUU di calarn kota (6 

han). 

Sesuai dengan SOP Uji Konsep 
NA dan RUU. 

Uji Konsep NA dan RUU dapat 
dilakukan melaui seminar, 

worshop.1 lokakarya, atau FGD. 

Mengadakan rapat untuk membahas konsep NA 10 
Rapat ur.tuk membahas konsep 

b 80 menit NA dan RUU thlaksanabcan 2 
dan RUU berdasarkan hasil uji konsep. 

kali. 

Menyiapkar bahan presentasi konsep NA dan 
Bahan presentasi 

RUU untuk Kepala BK yang akan thsampaikan Penylapan bahan presentas 
C. kepada Alat Kelengkapan DPR (AKD) atau 

2 han konsep NA dan 
RUU. 

dilaksanakari 2 han. 

anggota DPR. 

Menyarnpaikan bahar,  preseritasi consep NA dan 
Konsep NA dan RUU 

RUU kepada Kepala Pusot PUU 
20 menit disampaikan melaul email 

kepada Kepala Pusat PUU. 

Pengunggahan konsep awal NA 

Konsep NA dan dan RUU ke dalani web SIMAS 
Merjn;qjn k:r'p uw:I NA :uri FlJ._ .e .'eC 

e.,. 
\rp: NA dan 

4 aT RUU terunggah di PUU dilakukan oleh salah satu 
It/AS .0 U 

web SIMAS PUU anggota tim (Perancang Undarng 
Undang) yang drtun)uk. 

LE Penyarnpaian bahan presentasi 

konsep NA dan RUU kepada 

Balian Kepala Badan Keahlian melalui 
Memehksa bahan presentasi konsep NA dan RUU, Preserdasi 

1 nan 
Konsep NA dan Nota Dinas yang disusun sesuai 

13 apaiia' konsep NA dan RUU dengan SOP Penyusunan 

RUU Naslcah Dinas Korespondensi 
Pusat Perancanigan Ur,dan'- 

- 

Undang 
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Pelaksana Mutu Baku 

No Kegiatan Keterangan Kepala 
Kapus Kabag Til Kasub TU 

Badan 
PUU 

Tim 
BK Pusat PUU 

Kelengkapan Waktu Output 

Keshlian  

Sete:ah penyampaiar ,  bat- an 

tak ada masukar. -renugaskar. Kasubbag TU 
presentast dapat ditindakianjutu 

a. PUU untuk meninCaklarjub penyampaiau, barian Masukar dan 

PLSat PUU 

dengan presentasi yang 
dIaksanakan oleh Kepala Pusat 

presentasi konsep NA dan RLJU ke2ada Keala Kepaa 
PUU didampingi Koordinator 

Badan KeaI'Ijan. 
Bidang darJatau Ketua Tim. 
Presentasi dilaksanakan 	liari.  

ada masulcan. mengernbaikan kepada trm ur.tuk 
b 	

thperbaiki. 

14 Memerksa bahan presentasi koqsep NA dan RUL). 
Konsep NA dan 

1 han Dsposis 
RUU 

Apabila tidak ada masukan. Menugaskan Kabag 

TU BK untuk membuat surat penyamparan NA 4 Masukan dan 
dan RUU kepada pimpinan AKD atau Anggota KeaIa BKD 

DPR. 

Apabila ada masukan. konsep NA dan RUU 
drkembalikari kepada Kepala Pusat PUU urutuk 
diteruskan kepada tim. 

15 
Melaksanakan penyusunan surat penyampaian 

a. Disposisi 1 nan Sura 
Tembusan eusampaukan kepada 
Sekretaris Jenderal DPR RI don 

NA dan RUU kepada AKD aau Arrggota DPR Kepala Pusat PUU 

Penyusunan surat penyampalan 
NA dan RUU kepada AKD atau 

Melaporkan pelaksanaan tugas dan tindak Tan)ut 
Anggota DPR dilaksanakan 

b 	surat penyampalan NA dan RUU dari Pirnpinan 
sesuai SOP Penyusunan 

AKD atau Anggota DPR kepada Kepala BKD. Naskah Dinas Koresponderrsi 

[. TI) Badan Keahlian. 
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Pelaksana Mutu Baku 

No Kegiatan Ketorangan Kepala 
Kapus Kabag TU Kasub TU 

Badan Tim Kolengkapan Waktu Output 
PUU BK PusatPUU 

Keahilan  

Mempresentaskan NA can RUU cep.aoa AKO 
Kegiatan presentas 

16 a 	aau Anggota DPR didampingi Kepala Pusat 
Surat ,  PerTinta- 

1 	liari 
d

Sc 
P'esentasi 

Iaksanakan sesuai dengan 

PUU. Koordnator Bidang, clan Tim. 
permintaan AKD atau Ar.ggota 

DPR. 

Menenma masukan dan t.anggapan dari AKO 
b. atau Anggota DPR terhadap NA clan RUU yang Masukan 

telab dipresentasikan: 

Apabila ada masukan dan tanggapan. NA dan 
C. 	Disposisi 

RUU thsempurnakan oleh KeaIa BKD 

Apabila tidak ada masukan dan tanggapan. 
NA dan RUU dserahkan kepada AKD atau 
Anggota DPR 

Menugaskan Kepala Pusat PUU urituk 
C. 	menyernpurnakan NA dan FUU. 

Menenrna dan menugaskan Ketua Tim urituk 

17 
melalcukan penyempumaan NA dan RUU Disosis, 15 rnenit Osposis: 
berdasarkani masukan dan. tanggaar. AKD atau 

Arggcta DPR. 

Jica Ciperlucai. meiakjka 
per 	Ci,[)ji11 N\ C:n '-JU dskjs: lebiti IanJit derga- 

18 a 	teririr r.i.ar 	ar 	d 	ca - 	Jar 	•\.i) lart a 	Keglatan pakar., rarasumber  terka 

aat. Arggcta tJPR substansi yang men;adi 	ckck 

perubahar NAdan RUU. 

.4ergadlk3n -at iituk mega _______ b 	Laoran Jiica Ciperlikan, melakika -i uji 

nergaial ss. clan -renyerl: rracal rnasu-ca konsep terhadap NA dar RUU 

b. Car ta -içsar dar AKD 3tai P-igota DPR yang sudah di perbaki 

K3nsep NA dan RUU has I 

MenyampalKan korisep NA dan RUU hasi 
pecyernpurnaan disampa kar 

C. peryempjiaan Keoada Kea$a Pjsa 
• Laoorar Jam NA an RUU r-ielalui email atau aresertssi 

secara angsjrg 	eaa KpiIi 

U-,-, i'UU 
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- Pelaksana MutuBaku 

No Keglatan Ketorangan  Kepala 
Kapus KabagTU Ka:ubTU 

Tim Kolengkapan Waktu Output 
Keahilan  

k 	.:n: 	k. 	'. 	-. 	•. 
NA dan RUU 15 merit D sposi 

pet-asian 

ApabIa tidak ada koreks.rnenugaskan Kasubbag 
SOP Penyusurn Naskah Dirias 

TU Pusat PUU untuk membuat surat 
 

Masukan dart 
PL5at 	erancangan Uran; 

penyampalan NA dan RUU hasil penyempurnaan . Kepala Pusat PUU 
kepada Kepala BKD. 

Apab a ada masUa1, konsep NA dan RUU 
, kemI k3r ce:a:a Keta Trr 

- Tembusan disampaikan cepada 

20 M€errrii 'IA dar RUU jarg 'elar oisernpjrlaK= Sekretaris Jeridera! dan Kapus 
puU 

Apabila tidak ada koreksi, menijgaskan Kabaq 
U 3K untui rrenndaklan;uti pertyampatan NA 

dan FtUU yang telab di sempurnakan Kepada Disposis dan 
a AKD atau Anggota DPR sea menyampaiKal NA dan RUU 15 menit Masukar dan 

kepada Kepaia Pusat PUU urtuk rrengJngqar Kepala BKD 
NA dan RUU 'cedalam web Peraricaigan Unu -s] 
Undang 

Apabila ada koreksi, konsep NA dan RUU 
b. dikembalikan Icepaca Kepata Pusat PUU 

dteruskan kepada tim untuk 	perbaiki.  

- Menyusun swal, pertyampaian NA dan RUU basil 
Copy, Surat, NA, SOP Nasicab Dirias 

21 penyempurnaan kepada Pimpnan AKD atau Disposisi 30 rrlenli 
dan RUU Korespondensi Badar Kea- 

Anggcta DPR. 

NA dart 	UU 
Penugasai' pengurigga'ian NA 

te'ui9ahdi web 
dar RUU Ice dalam web Pusa 

Merajncgan NA 	an RUU ce d3k3rn web PCat 
 N. 	dan 	' U 2 Jam 

Peraricarigan uidaig-urda -i; 
Perancangar Undang-1r'da-ig. - 	 . .' 

Pe-aica;- 
d Iakjkar oeh saIai satu 

Uncang-r don; 
ancgoa tim yang dutun uk :Ieh 
keija tin. 
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TGLPEMBUATAN 	 21. AoaicIi, 2()1F 

TGL REVISI 

EFEKTIF  

DISAHKAN OLEH 	 Pusal Perancangan 

an9.r.  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN RADAN KEAHLIAN 	

Dr InoivamsuI. H M Hum 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 	

1990031 001' 

NAMASflP 

	

	 PENYUSUNAN NIH AKADEMIK DAN 
RANCANGAN UNDANG-1WDANG 

DASAR HUKUM; 	KUALIFIKASI PELAKSANA;  
Irii Nomor 12 Tatns 2011 tantarlQ Penibent*.àian PatL,r ,   

; -.1S4 Sekretanat Jenderal dan Sedan KeahHan DPR RI 

2 (indang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Per nusyawaretas 	
Mvnl4hornl PIflyuUfldfl NdShAkadOflhIk 

Rakyat. Dewan PerwakIan Rakyat. Dewan Perwakilen Dwah. den Dewen 	Meranii 	unan Rancanan Undang-Undans, 

Pnrwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubehan ate. Undang-Undang 
Numor I? Tahun 2014 tentang MaeIis Permu3yawaratan Rakyat, Dewan 
I'ocwikilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah den Dewan Peqwak,Ia, 
Hakyat Deeral,. 

3 Per aturan Presiden Rapubllk IndonesIa Nornoc 27 Tiun 2015 tenlang 
Sekretartat Jenderal den Badan Keahhan Dewan Perwakilen Rakyat Rpubllk 
Indonesia 

4 Peraturan Dawan Perwakilan Rakyat Repubhk Indonesia Nornor 1 Tahut 
2014 tent ang Tata Tertib sebagalmana telah dtubah dengan Peraluran Dewen 
Perwakitan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tenting 
Perubahan atas Peralurari Dewan Perwakilan Rekyat Republik Indonesia 
Nornor I Tahun 2014 tentang Tate Terlib 

S Peraturan Sekretaris Jendorat Dewan Parwakitan Rakyat Repitik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organ.sasi den Tate Kera Sekratanat Jenderal 
dan Badan Keabtian Dewan Perwabulan Rakyat Repubbk Indonesia 

sebagaimana teish diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewen 
Perwakulan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tenterig I 
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Perubahan alas Peraturan Sekretans JenderalDewanPer*'akitanRakyat 	 - 
Repuhhk Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 lentang Ocganssasi dan Tata Kea 

dan Badan Kea1han Dewan Perwakilan Rakyal Reput 

KETERKAITANL 	 PERALATAN!PERLENGKAPAN; 
iSIl 1 fltukanTimNa5kahAkadefThkd1RaflCaflQa1Ufldaflg4ind& 	N: 	•--r.. 

AI,i' 	•rsiIian Alat Kelerigkapwt Dewan Perwakilan Rakyat Repi. ,  
Indotiusia 	 3 jasirigan internet 

2 sop Penguinpulari Data Penyusunan Naskah Akademuk dan Rancengan 4 BuAu tericat penggu.riaan teen delam penyu$&man Naskah AkadenUk dan 

Undang-Undang 	 Rancaigan Undang-Undang 
3 S()Il t)i'i.ii'; Pakar/Narasumber dalam Penyusunan Naskah Akadwnik dan 5 Perati.san perundang4indangwt tetkatt penyusstan Nask1 Akademik den 

ii 	L Iridang-Undang 	 Rancangan Undang-Undang 

4 	lii 	.irnenLaSIan Hasil  

PERINGATAN.TT,T..S 

.igguig jawab alas p.laksanaan aktivitas yang letah ditetapkai 	Disimpen sebagai data manual dan e3ektron,k. 

P&aksana 

-  No. 

	

Kaglatan 	
Kepala Kepala Pusat 	Ketua Tim TLJ BK 

BKD 	Puu 

Iiudan KttThiri OPH kI 	11l<L) 

untuk menyusun Naskah Akademik 
(NA) dan Rancangan Undang-
Undang (RUU) 

b Menugaskan Ketua Tim untuk 
me;akseiriakan penyusunan t,n,e 
schedul&rencana hegtatan perlyu-
sunan NA dan RUU 

2. 	a Mengadakan rapat 	dengan 
anggota turn 

Melakukan brarnstorrmrig 
Menentukaru time sctiedu!& 
renCana Iceglatan 

Mutu Baku 

Kasubbag K&en• Waktu 
	Outpif TU Pusat 	

kapan 
PUU 

DtsPo$15TJ4 jam lime 
Sched& 
Rencana 

1 

Koterang In 

Activate WincJo 
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Petaksana 

U 

Keterangan 

	

Kepala 	 Kaubba9 
Kepala 	Pusat 	Ketua Tim Kabag 

	TU Puat 
BKD 	cuu 	 lU KPUU 

t9 

No, 	 Kegiatan  

- 'Jidt4f 	;.- d(i -i 	htId 

PU5a1 	Perancangan 	Undang- 
Undang(PUU) 

3. a Menerima time scheclul&rencans - 

kegialan penyusunan NA 
h Meriuyaskan Xetua Tim untuk 

Mulakukari pengumpIan barian 
kepustakaan 
Metalcukan katlan clan leleahan 
bahan 	kepustakaafl 	terka.t 
urgensi RUU 
Menyusun outline NA. 

4 a Melakukan 	pengurnpulan 	bahan 
kepustakaan 
Melahukan 	kajian 	clan 	te4aahan 
bahan kepustakaan terkalt isgensi 
RUU 

b Menyusun outline NA 
c Mempresentasikan 	 dan 

menyampaikan 	outline 	NA 	clan 
time schedulel rencana kegiatan 

- kepada Kepala Puat PUU 

5. 	a Monyampoikan 	masukari 	terkait 
outhno 	NA 	clan 	time 	schedule! 
rencaria Keglatan kepacia tim 

b Meriugaskon 	Kelua 	Tim 	untuk 
meriirldakIafljiJtI rencana keglatan 

6. 	1 a Melakukan 	diskusi 	- 	 dengant 

pakar/narasuriber tarkad penyuaun- 
anNAdanRUU  

Uutu Baku 

Keleng- Waktu 	Output 
kapan 	- 

Time 	20 •Dtsposs,i 
ScheduW mwul  
Rencxia, 	I 
kegiaan 

in Je. Baflan 
Pustaka 

b Outline 
NA 

c Time 
SchedfAW 
Rencana 
kegiatan 

OuOris - 	80 	Dtspoeisi -- 
NA dan menit 

schoduW 
tencana 

4 hen rbLaporm
egiatan a D,skusdlk*Wan 

 makstmat 4 kali 

	

______ 	dalam4 - han (SOP 



No. 

Petaksana 
Mutu Baku 

Kagiatan 	 -- 	- - Kela 	 - -- 
Kepala 	Pusat 	Ketua Tim Kabag TU Puut 	Kteng• Waktu 

B 	 UBK 	 apan 

0 

Output 

Keterangan 

b Melakukan pengumpulan data 
penyusurtan NA dan RUU dalam 
kota dan daerah 

c Menyusun laporan pengumpulan 
data penyusunan NA dan RUU 
dalam kota den daerah 

d Menyampwkan laporan pengiaT)-
pulan  data kepada Kepala Pusat 
PUu 

a Merierima laporan  
b Menugaskan tim untuk merumus-

kan konsep NA dan menyusuri 
kerangka dasar &af RUIJ 

8hen 

4 hl 

20 

menu 

b Pengumpulan data 
datam kate maksmat 
3katidatani3heri 

• (SOP Pengumputan 
• Data) 

PengtsipuIan data 
ke daerah 
ditaksanakan 
meksimal 5 han 
(SOP Pengumpulan 
Data) 

c Setap pengumpulan' 
data datam kota 
dibenkan waktuI 
han seteiahnya untuk 
menyusun taper an 
Seliap pengumpulan 
data daerah 
dibenkan waktu 3 
han setelalviya untuk 
menyusun laporan. 

Act wate_Wow 

4 

WE 



+ 12 	Kegsetan •Rapat  dilakswakan 
hart 	b Bahan dengan 	pembegian 

Presan- tugas 	kepada 	ang- 
2 han 	tasi gota tim, 12 han 

Konsep • Menyiapkan 
20 	NA den presentosi konsep 

ment 	RUU. NA dan PUt). 2 hart 
KonsepNAdanRUU 
dis.ampaikan 	melalui 
email kepada Kepela 
Pusaf PUt) 

• Presentasi dilaksana- 
kanihan 
Dalam hal Koodtna- 

- for - 	 bukan: 

No. 	 Kegiatan 

6 	a Miliri 	lapdt 	 ritu 

merumLiskan konsep NA 
b Mangadakan rapat untuk menyusun 

kerarigka dasar draft RUU. 
Mengumpulkan bahan 
Menganahsts bahan 
Mar umuskan kerangka dasar! 
sl5tematlka RUU 

c Monyampaihan 	kerangka 	daw! 
sistomatika RUU kepada Kepala 
Pusat PIlL) 

9. a Merrnrima 	kerangka 	dasarl I 
5lstematlka RUU 

b Momberi 	masukan 	temadap 
korangka dasar draf RUU 

o Menugaskari 	Ketue 	Tim 	isituk 
meriyusun draft RUt) 

10 a1engadakan rapat 	untL* 
merumuskari 	dral 	RUU 	seiva 
masukan Kopala Pusat PULl 

b Menytapkan presantasi koneep NA 
don RUU kepada Kepala Pusat 
Puu. 

o Menyampaikan dan mempresenta- 
sikan konsep NA dan RUU kepeda 
Kepala Pusat PUU 

Petaksana 

Kepala ' 	1F:;i 	Ketus Tim 
Kabag 	 Ketong- 

BKD 	 TUBK 	 kapan
PUU 

I 	 I 

Kwarsgko 
das 

af RUU 

H 

	

Nutu Baku 
	 Keterangan 

Waktu 	Output 

- 	.. 	Ld!dr 	' 	 ., 

naii 	b Konsep 	r':.ij -1r1 tugas 

1 han 	NA 	Kepada anggota tim. 
Kerangka  
dasar 
drafRUU 

20 
meat 

80 Di.pos 
msn 



No. 

P1akna 
MutuBaku 

Kegiatan 	 - 	 Ke Ia 	 b 
Ke ala 	 Ka 	 Kelen' 	Waktu 	Ou Pusat 	Xetua Tim TU BK 	

TU Puaat 	
ka pa 	

tput 
BKO 

Keterangan 

-ti 

presentasl oleh ketua 
tim didampingi koor-
dinator Bidang. 

11 I Menerima konsep NA den Rut) yang 	- xak 
telah (lipresentasikan 
a apabila ada korehsi. konsep NA 

dan RUU dikombalikan kepada 
Ketua Tim ye 

b apabda tidak ada koreksi konsep 
NA dan RUU dijadikan bahan 
untuk melakukan up konsep NA 
dan RUt) 

12i a Mengadakan 	rapat 	untuk i 
rnembnhas konsep NA dan RUt) 
bordasarkan kocoksi dan Kepala 
Pusat PUU 

b Menyampaikan konsep NA den 
RUt) hasil koreksi kepeda Kepala 
Pusat PUU 

13 Menugaskan Tim untuk meIakukanuij 
konsep NA dan RUt) 

Konsep 
NA 
danRUU. 

KWW 
NA 
den RUU 

Konsep 
NA 
den RUt) 

60 
me 

20 
mend 

15 
mend 

KonsepNAT 
den RUU 

Konsep NA Repel dtlaksana.can 
Can RUt) 	maksirnal 2 han 

Dalam hat KoordinaUx 
Bidang bukan sebagat 
ketue tim, pembahasan 
didanipings Kooqdiator 
Bidang 

Dspoiist 

14 

LH 

a Melakukan uji koneep NA dan 
• 	.---- 	-• 
.DtspoS 	6han aKegiatan a 3 han up konsep NAi 

b Bahan 	den RUU ke daeiah 
Presenta- 	dan 3 han up konsep 

_j_si konsep i NA dan RUU di dalam 

6 
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P&akeana Keterangan 
MutuBaku 

Kepala 	 Kasubbag 	 - 

Kepala 	Pusat 	Ketua Tim 	
Kabag 	 Waktu Output 

BKD 	 TiJBK 	 kapan 

NA 	ian 	kuta : 	 rarIi 

RUU. 	 Sasuat 	dengan 
SOP Uji Konsep 
NAdan RUU 
Up 	Konsep 	NA 
dan 	RUU dapat 
ddakukan 	melalus 
semsn&. 'ukthop 
flokakarya. 	ala, 
FGD 

2 VwI b Repel 	untuk mem 
bahas 	konsep NA 
den RUU ditakiana- 
kan2hws 

2 han Ic Penyapan 	bahan 
psesentass dsteksana- 
ken 2 hart 

20 
	

ii Konsep NA den RUU 
'mend 
	

dssampaskan melaka 
ernad kepada Kepeta 
PusetPUU. 

8ahan - 
Pr esentasi 
konsep 
NA den 
RUU 

Konsep NA Presentasi ddaksena-
den RUU 	ken 1 han 

Presentasi otah Kepala 
Pusat PUU dsdampsngi 
Koordwa*or Bsdang dart! 
etau Ketua Tim 

u tcitTI 	. Ics 

No. 	 Keglatan 

b Mengadakan 	rapat 	untuk 
membahas konsep NA den RUU 
berdasarkan heed up koneep 

c Menyapkan bahan presantas 
konsep NA dan RUU untuk Kepata 
BK yang akan disampaikan kepada 
Alat Kelongkapan DPR (AKD) etRu 
Ariggota DPR 

d Menyampaikan bahan presentasi 
konsep NA den RUU kepeda 
Kepala Puset PUU 

15 a Mempresontasdcankoflsep NA den 
RUU kepada Kepala BK 

b Menyampaikan konsep NA den 
RUU flasd presentass kepada 

I 	Kepala BK 
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Pelaksana 	
Mutu Baku 	

Keterançan 

Kabag Kasubbag K&e 
Ketua Tim 	 TUPuset 	

ka 	
Waktu 	Output 

nan Dspuss 

RUU 

Dspossu 	1 hart Surat 	Tenubusan dusampetkaru 
kepada 
I Sekretarts .iend.ral 

DPR 
-a 	 2 KepataPuutPUU 

No. Kegatan  - --Kepala 
Kepale Pusat 

BKD 	PUU 
1 Cl 	M,)r1orrm, kurisep NA dati RUU y' 

tolah dipresentasukan 
a apabula ada kaeksu. konsep NA 

dan 	RUU 	dukembalikan 	kepada 
Kepala 	Pusat 	PUU 	untuk 
diteruskan kepada turn 

b apabila ludak ada koroksu. konsep Ye 
NA dan RIJU dusampaukan kepada 
AKD atau Anggota DPR 

c Menugaskan Kabag TU BK untuk I 
membuat surat penyampeian NA 
dan RUU kepada Pumpinan AXD 
atau Anggota DPR 

17 	a Mombuat surat penyampasan NA 
(Ian RIJU yang dutujukan kepada 
Pumpunan AKO atsu Anggota DPR 

b. Melaporkaru 	pelaksanaan 	tugas 
don tundak lanjut surat penywn-  
palan NA den RUU dan Pumpunan 
AKO atau Anggota DPR kepada 
Kepala I3KD 

18 	a Alas permuntaon AKD atau Anggoa 
OPR. mempresentasukan NA dan 
RUU kepada AKD atau Anggota 
DPR 	dudampungu 	Kepaa 	Pusat 
PUU, Koordunator Budang, dan Tuni  

b Menerima masukan dan taflggapan 
don 	AK!) 	atau 	Anggota 	DPR 
terhadap NA dan RUU yang telah 
duprosontasukan 

apabta 	ada 	masukan 	dan 
tanggapan 	NA 	den 	RUU  

1 hart a Prosen- Sesusi dengan permtn-
Permunt- 	 tasu 	lean AKD atau Anggota 
an 	 b. Masiiu.en DPR 

cDisposusi 

tivat* WincJc 
-- 	-- 
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No. 	 Kegiatan 	 Kepaa - Kepala 

BKD 	
Pusat 
puU 

dismpirnacan olefi Kepd..i 	f] 

BKD 
2) apabila lidak ada rnasukan dan 

tanggapan. NA dan RUU 
diserahkan kepada AKD atau 
Anggota DPR 

c Menugaskan Kepala Pusat PUU 
untuk menyempurnakan NA dan 
RUU _____ 

19. Menerima dan menugaskan Ketua Tim 
untuk melakukan penyempumaan NA 
don RUU berdasakan masukan dan 
Liii ri.ipir1 AKO atau Anggota DPR 

20 	Miiijadakan rapat untuk menyom- 
iiiriakan NA dan RIJU se,ual 

dengon masukan dan tanggapan 
dan AKD atau Anggota DPR 

b Menyampaikan NA dan RUU hasd 
ponyempurnoan kepada Kepala 
Pusaf PUU 

a Menerima NA dun RUU ha31) 
peflyompufflean 

b Menugaskan Kosubtiag TU Pusat 
PUU untuk membual surat 
penyampalan NA dan RUU halfi 
penyempumaan kepada Kepala 
BKD  

a Membuat suret penyampaian NA 
dan RUU hasil penyempumaafl 
kepada Kepala BKD 

- b Monyampaikan surat kapada  

Pelaksana 
MutuBaku 

tcasubbag 
Ketua Tim 	 TU Pusat 	 Waktu 

TU BK 	 kapan
PUU 

Output 

Koterançian 

Daposs 	15 	Dispo*al 
mand 

Dlspostsè 3 hai a Kegiatan Kepala Pusal PUU 
b NA dan dapat 	rnenugaskan 

RUtJ 	Koordinat 	Bidang 
1 	 urituk 	berkod,nasI 

:dengan Ketua Tim 
dolam penyempurnaan 
NAdanRUU 

NA don 	 Disposa4 
RUU. 	mend 

Disposa' J 30 
I mend 

Actvate WI 
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Tembusen thsampaikan 
kapada 
1 Sekretans Jandwal  

DPR 
2 Kapala Pu,at PUt) 

j 

_ 

'H 

Surat 	15 	D.sposisa 
nwvt  

Dgpo 	10 	Surat, NA 

- •-1-- 	
mend danRUU 

Surat. NA, * 	b1SratNA 
dan RUU menu dan RUU 

- 	 I 	
NA dan 	15 Disposisi 
RUU 	mend 

170 

P&aksana 	 Keterangan 
MutuBaku 

No. 	 Kegiatan 	 Pcepala 	
K 	

KaSubbag 
epaa 	

Pusat 	Ketua Tim ThK 
	

TtJ pj 	
Keleng- Waktu 	Qurpif 

BKD 	 apan 

di landatar igir ii 

23 Meriandatangani surat penyampaian 
NA dan RUU hasil penyempurnaan  
dan menugaskan Kasubbag TU Pusat 
PUU untuk menyampaikannya kepada 
Kepa BKD 

24 Menyampaikan surat beserta lampiran  
kepada Kepata OKD molalur Kabag TU  

BKD 

25 Merwrirna den rnenyampakan surat 
beserto tampiran kepada Kepoa BKD 

26 a MenerimaNA dan RUU yang totah' 
disempurnakan 

b Menugaskan Kabag TU BKD untuk ________________ 
monibuat surat penyampaian NA 
dan RUU kepada AKD otau 
Anggota DPR 

26 a Mombuat surat penyampatan NA 
den RUU hasil ponyempurnaarl  
kepada Pimpinan AKD atau 
Anggota DPR  

b Menyampaikan 	surat 	kepada 
Kepala UKD untuk ditandatang&it 

27. Meriandatangani 	Surat 	dIn 	 ______ 

menugaskan Kabag Ri BKO untuk 

menindakiarijuti. 

85 



Pelaksana -- Keterangan 
Mutu Baku 

K 	I 
Kepala 	

- K 
Pusat 	Ketua Ttm 

Kasubbag 	Keleng- 
TU Pusat  Waktu 	Output 

8KD THBK 
pUU 

kapan 
Puu 

rnentt 
s.iat, 

NA,dan 
 IRUU 

Copy, 10 ksip stsat. Pendokumentasian NA 
ssat. mend NA, dan dan RUU dibuat SOP 

NA.RUU RUU tersenn 

	

No. 	 Kogtatan 

	

- 	
. 	Mt'ijiiiks 	.'U1'3  

Pimptiian MD atau Anggota DPR 
b Menyampaikafl copy surat NA, dan 

RUU hasI penyempurnaan kepada 
Kasubbag TIJ Pusat PUU untuk 
didokumentasikan 

29 Mendolcumentasikan NA danRUU 

M. 


